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ABSTRACT

Advertisement Tax represent is one of Regional Tax revenue which
necessary for the Semarang City. This matter was proven during the fiscal year
1985-2008 income of Advertisement Tax revenues was increased. However in its
development during the years 1985-2008, the percentage growth of Advertisement
Tax revenues have fluctuated. The fluctuation of Advertisement Tax receipt will
complicate for the planning of Regional Tax revenue. The highest income of
Advertisement Tax revenue in fiscal year 1997 amounted to 8,76 percent. while
The smallest one occurred in fiscal year 1998 amounted to 4,81 percent.

The purpose of this study was to analysis the influence of Total
Population, Number of Industry and Per Capita Gross Regional Domestic
Product of Advertisement Tax receipts in the Semarang City. The Results of this
study is expected to give some benefit and input for the Local Government of
Semarang, particularly the Office of Financial Management Regions. Regression
model used was Multiple Linear Regression Method with least square or the
Ordinary Least Square (OLS) method.

Smultaneously test results indicate that overall independent variables
(Total Population, Total industry, and GDP per capita) together can show its
influence on Advertisement Tax revenue. R-squared value for 0,983 amounted to
98,3 percent which means the Advertisement Tax revenue variation can be
explained from variations of the three independent variables. While therest that is
equal to 1,7 percent is explained by another causes outside the model. The results
showed that the three variables, all of them have positive and significant influence
on advertisement tax revenue in the Semarang City. Regression analysis shows
that the Number of Population, industry, and GDP per capita has significantly
influence on a = 5 percent toward the growth of Advertisement Tax in the
Semarang City.

Keyword : Total Population, Number of Industry, GDP Per Capita, Advertisement
Tax, Semarang City.
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ABSTRAK

Pajak Reklame merupakan salah satu macam sumberirpaan Pajak
Daerah yang penting bagi Kota Semarang. Hal ibuter selama tahun anggaran
1985-2008 penerimaan Pajak Reklame mengalami geateng Namun dalam
perkembangannya selama tahun 1985-2008 persentaseriqpaan Pajak
Reklame berfluktuasi. Penerimaan Pajak Reklame y@erfjuktuasi ini akan
menyulitkan dalam perencanaan penerimaan Pajakaba&enerimaan Pajak
Reklame tertinggi terjadi pada tahun anggaran 198Besar 8,76 persen.
Penerimaan terkecil terjadi pada tahun anggara8 $8Besar 4,81 persen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengansligengaruh Jumlah
Penduduk, Jumlah Industri, dan Produk Domestik &tedi Bruto Perkapita
terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kota Semaktagil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan Rsagerintah Daerah
Kota Semarang, khususnya Dinas Pengelolaan Keuddgarah. Model regresi
yang digunakan adalah regresi linear bergandaltiple Linier Regression
Method) dengan metode kuadrat terkecil a@ndinary Least Square (OLS).

Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa selkasaluruhan variabel
independen(Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB Per®apgicara
bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhpelaprimaan Pajak
Reklame. Nilai R-squared sebesar 0,983 yang besgltesar 98,3 persen variasi
penerimaan Pajak Reklame dapat dijelaskan dariasiarketiga variabel
independen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar ¥skEnpéijelaskan oleh sebab-
sebab lain di luar model. Hasil penelitian menukarkbahwa dari ketiga variabel
semuanya mempunyai pengaruh yang positif dan gtgnitterhadap penerimaan
Pajak Reklame di Kota Semarang. Analisis regresiungikkan bahwa Jumlah
Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB Perkapita Ingigreih signifikan pada =
5 persen terhadap pertumbuhan Pajak Reklame di%atearang.

Kata kunci : Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, PD¥Bkapita, Pajak Reklame,
Kota Semarang.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segalesipgémg ada di
masing-masing daerah, oleh karena itu pembanguetaih diarahkan ke daerah-
daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan terssdnath@an langsung pada tiap-
tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sei@hofir, 2000). Untuk itu tahun
2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dendjkeluarkannya Undang-
Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengatakg-Undang No. 32 tahun
2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan Kemapaerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahankdpentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undafgaparmoko, 2001).
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu prosasadpemerintah daerah
dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber dagaagla dan membentuk
suatu pola kemitraan antara pemerintah daeraheldarswasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkgabdegiatan ekonomi dalam
wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1997).

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya apeomrian yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupasyarakat, bangsa, dan negara.

Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efeldif kuat dengan



memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daergh, memperhatikan penataan
ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemaragertumbuhan ekonomi sejalan
dengan pelaksanaan otonomi daerah (GBHN, 1999)pakan tujuan bagian dari
pembangunan nasional, serta untuk mencapai timgkabangunan yang tinggi dan
tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Progranb&egunan Nasional,
menegaskan bahwa program penataan pengelolaan gkeuadaerah secara
profesional, efisien, transparan, dan bertanggam@lp. Sasaran yang ingin dicapai
adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan RPatrah (PAD) secara
signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanasyarakat dan pembangunan.
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 gaSatentang Pemerintah
Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakark umtembiayai berbagai
kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumbendg@aualaerah yang
digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkufdmoporsi Pendapatan Asli
Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rdntialdibandingkan dengan
penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaanmenyebabkan perlu

dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi kearardperah dalam peningkatan



pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli iadedam menunjang
pendapatan tetap yang digunakan untuk membiaydiaber kegiatan Pemerintah
Kota Semarang sangat disadari oleh Pemerintah Kadmikian pula alternatif-
alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Bla¢elah pula dipertimbangkan
oleh Pemerintah Kota. Berdasarkan Undang-Undang 38oTahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dameriéah Daerah,
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkamy bersumber dari:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusathifladaerah (BUMD).

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahlilanegara (BUMN).

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahilaswasta.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, bersuntdoe

a. Hasil penjualan aset daerah.

b. Penerimaan jasa giro.

c. Penerimaan bunga deposito.

d. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Otonomi daerah mensyaratkan bahwa pembangunan hdaeesupakan
tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah. Pemberiamtoaomi daerah antara lain

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi Retaler Daerah agar dapat



menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri guerabiayai pelaksaanan
pembangunan serta memaksimalkan penerimaan daarahnermasuk
memaksimalkan PAD dan Pajak Daerah di daerah otobersangkutan. Daerah
Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memipbatas Daerah tertentu,
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan maayasgtempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakamdikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Mardiasmo, 2003).

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat pentglzagsi sumber
pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tidak dalam pelaksanaan
otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap fmakrimaan merupakan indikasi
“Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintahrataeSumber-sumber PAD
sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi satahsolusi bagi pendanaan
daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga walam membiayai kegiatan-
kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan dgarahdapat dibiayai dengan
PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yangpumgmi kontribusi
dan potensi terbesar di Kota Semarang adalah pagah. Pajak Daerah merupakan
sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdagagkaturan-peraturan pajak
yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pmmabn rumah tangga
pemerintah daerah tersebut (Syuhada Sofian, 1997).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyaralgt Olegara

(Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang berddpat dipaksakan dan



terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidakdapat prestasi kembali
(kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yaagilnja digunakan untuk
membiayai pengeluaran. Beberapa macam pajak yaogglit oleh pemerintah Kota
Semarang diantaranya yaitu pajak reklame, pajatorees dan pajak hotel, pajak
hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengamb#édwan galian golongan C, pajak
permanfaatan air bawah tanah dan air permukaarpajak parkir. Kontribusi dari

masing-masing Pajak Daerah di Kota Semarang, kiisagialam Tabel 1.1.



Tabel 1.1
Kontribusi Pajak- Pajak Daerah di Kota Semarang
Tahun 1985-2008

Paiak Pajak Paiak Pajak Pajak Bahan Pajak Air Bawah Paiak Jumlah Total
Tahun J % | Restoran & % - al % |Penerangan % Galian % Tanah & Air % ja % :
Reklame . Hiburan Parkir Pajak Daerah
Pajak Hotel Jalan Golongan C Permukaan
198t 245.77. 6,68 987.23: 2688 949.86¢ 25,8¢ 1.489.78 40,5¢ - - - - - - 3.672.65
198¢ 253.57. 6,40 1.038.57: 26,23 983.56¢ 24,8¢ 1.68%.46( 42.5; - - - - - - 3.959.16
1987 264.714 6,31 1.149.303 27,41 994.034 23,71 841478 42,56 - - - - - - 4.192.529
1988 271.637 5,17 1.345.689 25,62 1.292.835 24,61.342591 44,60 - - - - - - 5.252.752
198¢ 364.62( 6,00 1.626.06% 2675 | 1.325.64€ | 21,81 2.762.701 45,4¢ - - - - - - 6.079.03.
1990 432.906 5,771 2.513.763 33,51 1.496.857 19,95.0583H45 40,77 - - - - - - 7.502.071
1991 544.550 6,53 2.952.489 3543 1.525.708 1§,31.3113%#14 39,73 - - - - - - 8.334.161
1992 562.961 6,26 3.333.375 37,07 1.660.989 1§,47.433%22 38,19 - - - - - - 8.990.947
1993 1.258.045| 8,4( 4.996.598 33,35 1.774.866  11,86.954.213 46,41 - - - - - - 14.983.722
1994 1.006.037| 6,14 5.934.913 36,21 1.940.Y84 11,84.507.404 45,81 - - - - - - 16.389.138
199t 1.216.01' | 6,79 6.219.19i 3474 | 199673z | 11,1¢ 8.471581 47,3: - - - - - - 17.903.53
1996 1.507.509| 7,44 7.850.214 38,84  1.306.838 6(47.546.489 47,23 - - - - - - 20.211.050
1997 2.079.696| 8,76 8.618.925 36,29  2.246.541 9/46.0.807.103 45,50 - - - - - - 23.752.265
199¢ 1.540.371 | 4,81 12.817.134 40,00 | 2.87€.216 8,9¢ 14.805.285 | 46,21 - - - - - - 32.041.01
199¢ 2.234.27!' | 6,88 12.18C€.30¢ 37,52 | 2.02Z.70C 6,25 14.94€.88C | 46,0t 2491 0,01 1.073.54. 331 - - 32.464.19
2000 2.253.098, 7,31 11.367.134 36,88 1.638.296 5,314.305.285 46,41 2.763 0,01 1.258.318 4,08 - - 8230894
2001 3.398.192 6,8( 18.378.722 36,19  2.230.846 4,4@4.305.299 48,65 30.091 0,06 1.617.571 3,24 - - 96009221
200z 3.867.65 | 5,82 22.66€.60¢€ 34,0¢ | 3.01£.18C 4,52 35.64E.447 53,6( 74.004 0,11 - - 1.228.141| 1,8t 66.500.03
2003 4.843.175 6,1( 26.348.452 33,21  3.575.450 4,5212.914.886 54,09 80.820 0,10 - . 1.572.09098 79.334.873
2004 7.226.105| 7,89 28.327.124 30,91 3.635.118 3,950.549.488 55,16 80.207 0,09 - 8 1.828.2A799 91.646.274
200¢ 7.421.78! | 7,38 31.334.00C 31,2C | 4.717.00C 4,7C 54.74£.00C 54,51 80.00C 0,0¢ - - 2.134.001| 2,1z 100.431.78
200¢ 7.709.38' | 6,88 36.36C.78¢ 32,51 | 4.83553¢ 4,32 60.624.412 54,1¢ 81.665 0,07 - - 2.252.62:| 2,01 111.873.41
2007 9.145.444| 7,3( 39.217.077 31,29 4.564.083 3,649.915.059 55,78 80.506 0,06 - . 2.414.30993 125.336.478
2008 9.233.477 6,8( 43.278.484 31,85 4.084.858 3,0¥6.597.927 56,38 112.046 0,08 - 2.564.24389 135.871.035
Rata-Rata / Tahunp 2.870.042 13.785.590 2.362.210 21.771.306 26.02 164.559 583.067 41.562.801

Sumber : DPKD Kota Semarang

Keterangan
% = Kontribusi Masing-Masing Pajak TerhadapaR&paerah




Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari senajekp/ang dikelola oleh
Pemerintah Kota Semarang, yaitu pajak reklame. Patal 1.1 terlihat bahwa Pajak
Reklame merupakan pajak daerah terbesar ketigalsgtajak penerangan jalan dan
pajak hotel dan restoran. Walaupun jumlah penemmagak reklame cenderung
meningkat namun kontribusi pajak reklame terhadagakp daerah berfluktuatif.
Penerimaan pajak reklame tertinggi terjadi padartaéinggaran 1997 sebesar 8,76
persen. Penerimaan terkecil terjadi pada tahunaangdl998 sebesar 4,81 persen.

Kota Semarang sebagai kota pusat pemerintahanedatigels sebagai kota
industri maka prospek Pajak Reklame cukup potensialk waktu yang akan datang.
Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yangkaipsebagai instrumen
kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasasmbut adalah promosi yang
terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi patn. Oleh karena itu obyek pajak
reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhansgleaan atau industri. Pada
masa lampau ketika Perda No 5 Tahun 1985 masiakoegbertumbuhan penerimaan
Pajak Reklame masih rendah jika dibandingkan demgatumbuhan PDRB Kota
Semarang berdasarkan harga berlaku pertumbuhak Rajdame masih tertinggal
jauh (PDRB 23%). Dalam tahun 1994 besarnya PDRE IS@marang sebesar 4.608
dengan arus globalisasi yang penuh dengan persaidga reklame merupakan
instrumen untuk memenangkan persaingan. Denganapbetu sekarang ini
diharapkan Pajak Reklame dapat dijadikan andalanbsu penerimaan daerah

(Syuhada Sofian, 1997).



Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak DaerdPgjak Reklame sebagai
salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpadansidapat dilakukan
pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomisngga dapat lebih berperan
dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerahoth Kemarang. Menurut
Marihot P.Siahaan dan Ahmad Sofyan (2005), pemasd&é pajak reklame didapat
dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan samfa reklame berdasarkan dari
lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangamegldian jenis ukuran reklame.
Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame daringidaendidikan, industri,
perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangarsportasi, komunikasi dan
pihak pemerintah.

Pajak Reklame adalah pungutan yang dikenakan t@phpdnyelenggaraan
reklame (Marihot P.Siahaan). Pajak Reklame dikemadlangan alasan bahwa
reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, mendamuatau memujikan suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau gapgt dilihat, dibaca dan/atau
didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang didak oleh Pemerintah.

Realisasi pajak reklame setiap tahunnya masih cldegd dibanding jenis
pajak lain yaitu rata-rata sebesar 2.870.042. Halmembuktikan bahwa pajak
reklame bukan merupakan pajak unggulan di Kota &amga Tetapi cukup menarik
untuk diteliti, melihat kenyataan di lapangan rektabanyak ditemukan di tempat-
tempat umum namun kontribusinya masih relatif keerhadap Pendapatan Asli

Daerah yaitu rata-rata sebesar 3,25 %, kenyatadapat dilihat pada Tabel 1.2:



Tabel 1.2

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Semarang

Tahun 1985-2008

Tahun Pajak Prosentase PAD Prosentase Sumbangan Pajak
Anggaran Reklame Perubahan Perubahan | Reklame Terhadap PAD
1985 245.772 - 8.763.769 - 2,80
1986 253.572 3,17 9.394.543 7,20 2,70
1987 264.714 4,39 11.457.967 21,96 2,31
1988 271.637 2,62 13.172.681 14,97 2,06
1989 364.620 34,23 16.146.205 22,57 2,26
1990 432.906 18,73 20.682.270 28,09 2,09
1991 544.550 25,79 21.935.859 6,06 2,48
1992 562.961 3,38 24.861.236 13,34 2,26
1993 1.258.045 123,47 33.460.225 34,59 3,76
1994 1.006.037 -20,03 33.026.581 -1,30 3,05
1995 1.216.019 20,87 38.274.904 15,89 3,18
1996 1.507.509 23,97 44.842.649 17,16 3,36
1997 2.079.696 37,96 50.062.988 11,64 4,15
1998 1.540.376 -25,93 47.392.788 -5,33 3,25
1999 2.234.275 45,05 57.185.999 20,66 3,91
2000 2.253.098 0,84 48.741.406 -14,77 4,62
2001 3.398.192 50,82 85.524.469 75,47 3,97
2002 3.867.654 13,82 122.590.244 43,34 3,15
2003 4.843.175 25,22 143.157.296 16,78 3,38
2004 7.226.105 49,20 155.824.657 8,85 4,64
2005 7.421.785 2,71 189.772.55 21,79 3,91
2006 7.709.389 3,88 224.822.6§ 18,47 3,43
2007 0.145.444 18,63 238.237.998 5,97 3,84
2008 0.233.477 0,96 266.380.92 11,81 3,47

Sumber: DPKD Kota Semarang

Dalam Tabel 1.2 terlihat bahwa penerimaan pajalaned& pada kurun waktu

1985-2008 mengalami fluktuasi. Dari tahun 1985 ssimi@hun 1993 penerimaan

pajak reklame terus mengalami kenaikan dengan piase kenaikan yang berbeda-

beda. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 1998 yeengalami kenaikan sebesar

123,47 persen. Namun pada tahun 1994 mengalamiryrearu yang cukup besar
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yaitu sebesar 20,03 persen. Setelah itu kembalgatemi kenaikan sampai tahun
1997. Pada masa krisis moneter tahun 1998, peramimpajak reklame kembali
mengalami penurunan sebesar 25,93 persen, disesufynan sebesar 0,84 persen
pada tahun 2000. Sedangkan sampai tahun 2007 rremgalami kenaikan sebesar
18,63 persen.

Pada tahun 1985 sampai 1993 pertumbuhan PAD teeagatami kenaikan
dengan tingkat kenaikan yang berbeda-beda. Sanganerang terjadi pada pajak
reklame, pada tahun 1994 pertumbuhan PAD juga neemgpenurunan sebesar 1,30
persen. Saat krisis moneter tahun 1998 mengalamirpean sebesar 5,33 persen dan
14,77 persen pada tahun 2000. Selanjutnya mengé&kamikan sampai tahun 2008.
Sedangkan untuk pertumbuhan sumbangan pajak rekéahsdap PAD dalam kurun
waktu tahun 1985 sampai 2008 mengalami kenaikarg parkisar antara 2 sampai 4
persen.

Penelitian terdahulu yang menganalisis pajak sacamam dan pajak daerah
secara khusus juga memasukan pertumbuhan ekontagasepengaruh. Kondisi
perekonomian yang baik akan menciptakan tingkagjkbseraan sosial yang lebih
bagus serta meningkatkan pendapatan perkapita raayaSutrisno (2002) dalam
penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduinlagh industri, dan petugas
pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan PP 65/2001, pajak reklame dikenakanral@ sewa reklame
sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame terganseberapa banyak orang pribadi

atau badan yang memasang reklame. Minat untuk namgasklame antara lain
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ditentukan oleh seberapa besar kepentingan oratagibaintuk berkepentingan
dengan pemasangan produk barang atau jasa. Pilmak paling berkepentingan
dengan pemasangan reklame adalah produsen banmajasdayang merupakan objek
pajak. Dengan demikian dasar pengenaan pajaknyat dafekati dengan seberapa
banyak produsen barang dan jasa yang ada, walatijak semua produsen
memasang reklame (Sutrisno, 2000). Dari beberapdapat tentang faktor yang
mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Daeeathbdibeberapa faktor yang
diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan p§lre di Kota Semarang yaitu
jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB.

Syuhada Sofian (1997) dalam penelitiannya membaitibahwa jumlah
penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaaak PRgklame. Pertumbuhan
penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai satatfaktor yang positif dalam
memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap aepagacu pembangunan.
Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan ugsbd konsumsi dari
penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaaregay. Pada gilirannya,
peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaheuseduktif berkembang,
begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dyma®96). Besar kecilnya
penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jurplenduduk dan kebijakan
pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRBuwalah penduduk berpengaruh
terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak ldéersebut (Musgrave, 1993).

Jumlah penduduk Kota Semarang dalam 5 tahun teraklalu mengalami

peningkatan, pada tahun 2005 pertumbuhan pendudit& Bemarang meningkat
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hingga 1,45% namun pada tahun 2006 pertumbuhadudek Kota Semarang
sempat mengalami penurunan hingga 1,02%. Pada 2flfimjumlah penduduk Kota
Semarang tercatat sebesar 1.454.594 jiwa dan péue 2008 jumlah penduduk
menjadi 1.481.640 jiwa maka terlihat jelas bahwadoeluk Kota Semarang tiap

tahunnya mengalami peningkatan seperti yang terlfaala Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan
2004 1.399.133 -
2005 1.419.478 1,45
2006 1.434.025 1,02
2007 1.454.594 1,43
2008 1.481.640 1,86

Sumber : BPS Kota Semarang

Menurut Sutrisno (2002) jumlah industri berpengatethadap penerimaan
pajak reklame. Jumlah industri adalah jumlah usmtlstri baik industri kecil,
menengah, maupun besar yang ada di Kota Semarmamdah] industri merupakan
salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekandenilaian tersebut sesuai
dengan penilaian yang dilakukan oleh Devas, dki89)9bahwa sebagian besar
pemerintah daerah tingkat Il (sekarang Kabupatea)Kmenarik pajak atas benda
papan reklame di daerah. Pajak ini cocok untuk surpknerimaan daerah, karena
tempat objek pajak dapat mudah diketahui.

Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangatame juga
berpengaruh terhadap penerimaaan pajak reklameinHaisebabkan apabila suatu

industri yang ingin memasarkan produknya dapat mengkan atau memasang
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reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. ¢ta€but dapat menambah jumlah
penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumtalustri yang memasang reklame
mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehimggserimaan daerah pun
meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

Jumlah industri di Kota Semarang dalam 5 tahurkkéraselalu mengalami
peningkatan, pada tahun 2005 pertumbuhan industkioth Semarang meningkat
hingga 0,71% namun pada tahun 2006 pertumbuharstmdidi Kota Semarang
sempat mengalami penurunan hingga -0,71%. Pada 2007 jumlah industri di
Kota Semarang tercatat sebesar 1.707 dan pada 2808njumlah industri menjadi
1.712 maka terlihat jelas bahwa industri di Kotan8esang tiap tahunnya mengalami

peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Industri Kota Semarang
Tahun Jumlah Industri Pertumbuhan
2004 1.686 -
2005 1.698 0,71
2006 1.686 -0,71
2007 1.707 1,25
2008 1.712 0,29

Sumber : BPS Kota Semarang

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkéeh seluruh usaha
dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seloilahbarang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh BPS terhadap suatu daerah (BPS3)2@alah satu faktor penting

untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayahtentu dalam suatu periode
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tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerasebait. Apabila nilai PDRB
mengalami peningkatan maka akan membawa pengarsitif popada kenaikan
penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan segporaka akan semakin tinggi
pula kemampuan sesorang untuk membayar berbagajufam yang ditetapkan
pemerintah, sehingga semakin tinggi pula kemampuagyarakat daerah tersebut
untuk membayar Pajak Daerah yang digunakan untukbiagai pengeluaran rutin
dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Mardid986).

Sedangkan PDRB perkapita adalah salah satu indikattuk mengukur
kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu.eKarpajak reklame merupakan
salah satu dari pajak daerah maka akan semakigi tHigRB maka semakin tinggi
penerimaan Pajak Daerah pada umumnya dan Paja&rReldada khususnya.

Jumlah PDRB Perkapita di Kota Semarang dalam 5ntabtakhir selalu
mengalami peningkatan, pada tahun 2005 pertumb@&#isiRB Perkapita di Kota
Semarang meningkat hingga 4,95% dan pada tahun peé@émbuhan PDRB
Perkapita di Kota Semarang mengalami peningkatanb&é hingga 0,60%. Pada
tahun 2007 jumlah PDRB Perkapita di Kota Semararzatat sebesar 4.049.322 dan
pada tahun 2008 jumlah PDRB Perkapita meningkajaded.197.585 maka terlihat
jelas bahwa PDRB Perkapita di Kota Semarang tiapuntaya mengalami

peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 1.5.
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Tabel 1.5
PDRB Perkapita Kota Semarang
Tahun Jumlah Industri Pertumbuhan
2004 3.642.482 -
2005 3.822.671 4,95
2006 3.845.561 0,60
2007 4.049.322 5,30
2008 4.197.585 3,66

Sumber : BPS Kota Semarang

1.2  Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Semarang sedang melakukan prosebapgunan yang
memerlukan biaya relatif besar. Pajak Reklame nakap salah satu sumber
pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sekterimaan untuk melakukan
pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan Pahklante pada dasarnya
tergantung pada kesiapan daerah dan potensi ddersébut. Di samping itu
partisipasi dan peran serta masyarakat akan samgeidukung keberhasilan
pelaksanaan pajak reklame khususnya wajib pajdamek

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalgdiag dihadapi oleh
pemerintah Kota Semarang adalah adanya fluktuasiu aketidakstabialan
pertumbuhan pajak reklame dan kontribusi pajak arekl terhadap PAD.
Ketidakstabilan ini menyulitkan pemerintah daerakach melaksanakan penyusunan
RAPBD mendatang yang semakin meningkat, padahdapet potensi yang cukup
besar untuk meningkatkan penerimaan pajak rekldPagk Reklame merupakan

salah satu Pajak Daerah yang berpotensi untuk ¢h&egkan.
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Berdasarkan uraian permasalahan di atas, makangadan penelitian adalah

sebagai berikut :

1.3

1.3.1

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pesm@nimPajak
Reklame di Kota Semarang?

2. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap pemanniajak Reklame
di Kota Semarang?

3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan PajdrRe di Kota
Semarang?

4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah indutan PDRB secara

serempak terhadap penerimaan Pajak Reklame diSétarang?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adala

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhaeéaerimaan Pajak
Reklame di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah industri terhagaperimaan Pajak
Reklame di Kota Semarang.

3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerifRagk Reklame di
Kota Semarang.

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumalustri dan PDRB

secara serempak terhadap penerimaan Pajak Rekidoadsemarang.
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1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah :
1. Bagi Penulis

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustakerginsi) dalam

bidang pengembangan potensi Pajak Daerah di Keteu®@g, khususnya

Pajak Reklame.

2. Bagi Masyarakat
Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajakk menyadari
pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusdimk
merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatlealisasi Pajak
Reklame Kota Semarang.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi PemateriKota
Semarang dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah S@tarang
(DPKD) dalam menerapkan kebijakan dalam rangka mggaitkan
realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan ne$erbagi penelitian-

penelitian selanjutnya tentang peningkatan penamnpeajak reklame Kota

Semarang
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Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakanaddsebagai berikut :
Bab | Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang magaaklitian, rumusan
permasalahan, tujuan dan kegunaan peneliti sstenstika penulisan.
Bab Il Telaah Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yandsaiian dengan
penelitian sehingga dapat mendukung penelitiarta degrangka pemikiran
yang memberikan gambaran alur penulisan dan higoyasg dikemukakan
dalam penulisan ini.
Bab Il Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang definisi operasionalatel penelitian,
penentuan sampel, jenis dan sumber data yang dgnnametode
pengumpulan data serta metode analisisnya.
Bab IV Hasil dan Analisis

Pada bab ini akan menguraikan tentang diskripsiaigek penelitian
melalui gambaran umum serta membahas dan mengarddita-data yang
didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan deagalisis regresi.
Bab V Penutup

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan p@mbahasan
sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu, Ik pemerintah daerah

maupun penelitian selanjutnya.
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BAB Il

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu
2.1.1 Pengertian Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapapa@a ahli. Menurut
Usman dan K Subroto (1980) pajak merupakan pungytarg dilakukan oleh
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undayeagm hasilnya digunakan
untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yalas fasanya tidak secara
langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pakeksnya dimana perlu dapat
dipaksakan.

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalagugan wajib,
biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh pakdigbagai sumbangan wajib
kepada negara atau pemerintah sehubungan dengdappém, pemilikan, harga beli
barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepaaanéyang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menuewatpran-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsungtddipanjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran—pengeluaramupeshubungan dengan tugas
negara yang menyelenggarakan pemerintahan (R.seeBtotodihardjo, 1991).

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspeksDdwt pandang ekonomi,

pajak merupakan penerimaan negara yang digunakak mrengarahkan kehidupan
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masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga selbag@ir penggerak ekonomi
masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak meanpaiasalah keuangan negara,
sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digampemerintah untuk mengatur
masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pgridarangan, pajak dipandang
bagian yang sangat penting dalam penerimaan ne@arasudut pandang sosiologi
ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yangnyangkut akibat/dampak
terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakehdapat disampaikan pada
msayarakat sendiri (Waluyo dan Wirawan, 2003).

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, ddisanpulkan bahwa pajak
adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepaganegara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan umptufic saving yang merupakan

sumber utama untuk membiayai investasi publik.

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari dibekkknya pajak adalah
untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatgara yaitu (1) untuk
membatasi konsumsi dan dengan demikian mentrassi@ber dari konsumsi ke
investasi. (2) untuk mendorong tabungan dan menanadal. (3) untuk mentransfer
sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerisghingga memungkinkan
adanya investasi sumber dari tangan masyarakabrhgam pemerintah sehingga

memungkinkan adanya investasi pemerintah. (4) untekodifikasi pola investasi.
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(5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (&ukinmemobilisasi surplus
ekonomi (R. Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegaag-asas pemungutan
dalam memilih alternatif pemungutannya, sehinggiamit keserasian pemungutan
pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlisas-asas pemungutan pajak
yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam SmBbpdrmoko, 1986)
didasarkan pada:

1. Prinsip kesamaan / keadilaggqity)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan retaiifsdtiap wajib
pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama hdikesnakan pajak
yang sama.

2. Prinsip kepastiancértainty)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yarsifdietegas, jelas
dan pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajak

3. Prinsip kecocokan / kelayakagofivencien)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajalasmesenang hati
membayarkanya kepada pemerintah karena pajak yikagagnya layak
dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempuapai

4. Prinsip Ekonomiéconomy)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkagabyang lebih

besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasgajgk diorientasikan
kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak nakalmebagi masyarakat dan
kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidakadikan masyarakat secara
sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak y@hgtang.

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harusadi@aspada pemungutan
pajak secara umum vyaitu demi meningkatkan kesegdrie umum. Untuk
meningkatkan kesejahtaraan umum tidak hanya merkasukiang sebanyak-
banyaknya kekas negara saja, tetapi juga harus om@psifat mengatur untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukaig demi meningkatkan
kesejahtaraan umum perlu ditingkatkan lagi sertaypgutannya harus berdasarkan
dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berl@kjak dilihat dari fungsinya
menurut (Suparmoko, 1992; Munawir, 1992; Guritn892 dan 1994) mempunyai
dua fungsi:

1. FungsiBudgeter (penerimaan negara)
Pajak berfungsibudgeter artinya pajak bersifat konstraksi terhadap dana
masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besanmtuk APBN,
sedangkan sisi lain APBN vyaitu sisi belanja ataugp&uaran berefek multiplayer
bagi perekonomian negara. Upaya tersebut ditempuolah cara ekstensifikasi
maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui pemy@naan peraturan

berbagai jenis pajak.
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2. FungsiRegulereend (pengatur)
Pada fungsiregulereend, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian
yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, artinyek piapat digunakan oleh
pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perariPgaan pemerintah dalam
arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan proddse konsumen mencapai

tujuan masing-masing.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut sjiatapat dipahami atau
dimengerti bahwa fungdiudgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan
belanja negara umumnya dan anggaran pendapataahdpada khususnya yang
dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah ywab#anyaknya dalam rangka

pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusatda@ah.

2.1.1.2 Pengelompokan Pajak
Menurut (S. Munawir, 2000) dalam hukum pajak teedaperbagai
pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam ngalo-golongan besar.
Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai funggj parlainan pula. Berikut
adalah penggolongan pajak:
1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya
Dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Pajak Langsung
adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendeh alajib pajak yang

bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orkng, atau menurut
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pengertian administrasif pajak yang dikenakan segariodik atau berkala
dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat kmetpajak dimana wajib
pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jurplhknya yang
terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan.aliWes Pajak

Penghasilan.

. Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilikgralkepada orang lain,
atau menurut pengertian administratif pajak yangatdipungut tidak dengan
kohir dan pengenaanya tidak secara langsung plritgligantung ada
tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikemaya pajak, misalnya:

Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barangase

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

Dibedakan menjadi dua yaitu:

a.

Pajak Subjektif

adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadilvpgjak, pemungutannya
berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajdjakp dapat
mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayisgsalnya: Pajak

Penghasilan.

. Pajak Objektif

adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajdikk memandang siapa
pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakas abjeknya. Misalnya:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atesngaviewah.
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3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
Dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Pajak Pusat atau Negara

adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusej panyelenggaraannya

di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat lisilnya digunakan

untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umuryarygtermasuk dalam

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

1. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajaksalnya: Pajak
Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahanbatang dan jasa,
pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEB& |ddang.

2. Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalngajak minyak bumi.

3. Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukasaimya : bea masuk,
pajak eksport.

b. Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh Daerah beradasgskamturan-peraturan

pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingambiayaan rumah

tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, paatonan.

Dilihat dari sifathya dan lembaga pemungutnya, IPd&&klame termasuk
pajak yang bersifat obyektif dan merupakan pajakata Argumennya adalah karena
obyek pajaknya, penyelenggaraan reklame dan lokkkime berada di daerah yang

bersangkutan. Orang yang menyelenggarakan reklagoaras jelas mengamobil
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keuntungan darinya dan eksternelitas yang mungkibul secara jelas mengenai

lingkungan sosial dalam alam di wilayah daerahetaus

2.1.1.3 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak
Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatda. Maka dapat
disebutkan unsur-unsur pajak adalah (Rochmat SoeriR90):
1. Adanya penguasaan pemungut pajak
2. Adanya subjek pajak
3. Adanya objek pajak
4. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
5. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)

6. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasatri

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada keegalmi panca indera. Ciri-

ciri yang melekat pada pajak (Ahmad Tjahjono darFikhir Husein, 2000):

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maypemerintah daerah),
berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturakspahanya.

2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjutdanya kontra prestrasi
individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungamgdang antara jumlah
pembayaran pajak dengan kontra prestasi secakaduadi

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakaa koestasi dari negara.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran—pengeluarareneah, yang bila dari

pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membpaipiic invesment.
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5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaadi&an dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tioadgeter yaitu mengatur.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut (Waluyo dan Wirawan, 1999) sistem pemungpigak dapat dibagi
menjadi tiga yaitu :
1. Witholding System
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memhbheml@venang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajdgakp yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajakatgyubleh wajib
pajak. Cirinya adalah wewenang untuk menentukaarbga pajak yang
terutang ada pada pihak yang ketiga, pihak selksng dan wajib pajak.
2. Official Assessment System
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memlesvemang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pagakang. Cirinya
adalah:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak teruteradd® pada
fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat kettapajak oleh

fiskus
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3. Sdf Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memhbeml@venang

kepada wajib pajak untuk mementukan sendiri besarpgak yang

terutang. Cirinya adalah:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutéamgada wajib
pajak sendiri

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyet@ndmelaporkan
sendiri pajak terutang

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2.1.2 Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kals dakna periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meninga&kewenangan Pemerintah
Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, ghabkan peranan keuangan
daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah tditumtuk lebih aktif dalam
memobilisasikan sumber dayanya sendiri disampinggelela dana yang diterima
dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandiregrath inilah yang tidak dapat
ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapatbmagai seluruh kebutuhannya
dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pulatdisgengan kemampuan dalam
memantapkan manajemen keuangan daerah melaluensiispembiayaan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuaiadepgnjelasan Undang-Undang
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No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, balewgelenggaraan Pemerintah

Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas Sppyiaisi :

1.

Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah hamminjang aspirasi
perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatan mempertinggi

tingkat kesejahteraan rakyat indonesia seluruhnya.

. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakamorotoyang nyata dan

bertanggung jawab.

. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama mleAgas Dekonsentrasi,

dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan tamms pembantuan

(medebewid).

. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan kepetasian dengan tujuan

di samping aspek pendemokrasian.

. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah unarkngkatkan daya guna

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daemfutama dalam
pelaksanaan pembangunan dan dan pelayanan terhem@rakat serta untuk

meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesabangsa.

2.1.2.1 Pajak Daerah

Menurut Undang—undang No.18 Tahun 1987, sebagaint@iaf diubah

dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pdgegkah dan retribusi

daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adakaihwajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imlasgsung yang seimbang, yang
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dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundaegigan yang berlaku yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintalpdenbangunan daerah. Pajak
daerah ini terdiri atas:
1. Pajak Daerah tingkat | (Propinsi)
Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraaasdmit, bea balik nama
kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kexstabermotor dan pajak
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah daeranukaan.
2. Pajak Daerah tingkat Il (Kabupaten/Kota)
Contoh: Pajak hotel dan restoran, pajak reklam@kpaenerangan jalan, pajak
hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongdarCpajak parkir.

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berped@ada peraturan
perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 3wrnr&000 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis{egak daerah Kabupaten/Kota
terdiri dari:

1. Pajak Hotel dan Restoran
Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoranuMeperaturan daerah No. 3
Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yemgksud dengan Pajak Hotel
dan Restoran adalah pungutan daerah atas pelapatelndan restoran. Subyek
pajak hotel dan restoran adalah orang atau priatg melakukan pembayaran
atas pelayanan hotel dan restoran, sedangkan opggiknya adalah setiap
pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di demerestoran. Besarnya

tarif pajak adalah adalah 10% dari jumlah pembayara



31

2. Pajak Hiburan

Adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hibHibaoran adalah semua
jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, danlaemaian dengan nama dan
bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati olelapebrang dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas ub@rklah raga. Pajak Hiburan
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tab0h &ntang Pajak Hiburan.

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi ataanbgdng menyelenggarakan
hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau whnkatas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya. Subyek pajak ini adalahgopibadi atau badan yang
menonton dan atau menikmati hiburan dan objek pgmkadalah semua

penyelenggaraan hiburan.

3. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Rekladwah benda, alat

perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan aagd&mnya untuk tujuan

komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, mgadem atau memuji suatu

barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencariafenhumum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dhiizdt, dibaca dan atau

didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yandukem oleh pemerintah.

Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau bad&umuyang menyelenggarakan
atau memesan reklame, sedangkan obyek pajak ildhagsemua penyelenggaraan

reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% nitai sewa reklame.
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4. Pajak Penerangan Jalan
Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dehkgdentuan bahwa di wilayah
daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yaegingikya dibayar oleh pemerintah
daerahPajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkatuPan Daerah No.
12 Tahun 2001. Subyek pajak ini adalah orang pricetdu badan yang
menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajakdalah setiap pengguna
tenaga listrik.

5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nd.ahun 1998. Pajak
pengambilan bahan galian golongan C adalah iurgib wang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanapdsig@n bahan galian
golongan C. Subyek pajak ini adalah orang prib&ali dadan yang mengambil
bahan galian golongan C, sedangkan obyek pajadaiah kegiatan pengambilan
bahan galian golongan C. Besarnya tarif pajak iteéta@pkan sebesar 20% dari
dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pefgambahan galian golongan C.

6. Pajak Permanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaa
Pajak ini adalah pajak atas setiap pemanfaatdraaiah tanah dan air permukaan.
Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badamg yimengambil dan atau
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaamglemia objek pajak ini adalah
pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. rBgsatarif pajak ini

ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air.
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7. Pajak Parkir
Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraapateparkir di luar badan
jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yangdid&an berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaimastik penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraamabor yang memungut

bayaran.

Selain memungut pajak, Pemerintah Daerah juga fiseungut retribusi.
Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-ugdalo. 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalaigupan daerah sebagai
pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerdainah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkangdenperaturan daerah.
Retribusi dipungut dengan menggunakan surat kejararretribusi daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hegliat diatas maka seharusnya
masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan migakretribusi adalah untuk
pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kimaandalam pembiayaan
pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasakaya lebih menjamin
ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidangmkono

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayargk pgan menjadikan
pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebalikayabila masyarakat menyadari

maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkudenggan sedirinya
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pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerinpggclapatan yang dikelola
oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnik epentingan daerah sendiri

dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Tolak Ukur Untuk Menilai Hasil Pajak Daerah
Menurut Davey (1988), ada tiga tolak ukur yang déteuntuk menilai hasil

pajak daerah yaitu upaya pajak, hasil gufi@dgtiveness) dan daya gunaefficiency).

1. Upaya Pajak
Pengukuran yang lazim digunakan adalah dengan amimpkan hasil pajak
dengan kemampuan pajak yang diwakili PDRB. Semakisar nilainya maka
akan semakin baik karena menggambarkan dukungaryara&at terhadap
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2. Hasil Guna éffectiveness)
Hasil guna adalah mengukur hubungan antara hasigyt suatu pajak dan
potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan sevajia pajak membayar
pajak masing—masing. Hasil guna yang baik berkisgas angka 60 persen dari
potensi pajaknya. Terdapat tiga faktor yang mengandasil guna yaitu
menghindari pajak (oleh wajib pajak) kerjasama r@nfeetugas pajak dan wajib
pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang deniguan oleh petugas

pajak.
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3. Daya Gunadfficiency)
Yaitu perbandingan antara biaya pungut dengannpptgang bersangkutan,
dengan anggapan semua wajib pajak terhutang masasgyg. Biaya yang
dimaksud adalah biaya pungut berkisar antara 40p88sen dari total

penerimaan.

2.1.2.3 Tolak Ukur Untuk Menilai Potensi Pajak Daeah
Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untudnilai potensi pajak
daerah yaitu:
1. Kecukupan dan Elastisitas
Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan patatapgar dapat
menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengelyem@erintah dan
dasar pengenaan pajaknya berkembang secara oto@atitoh: karena
terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan hargagéajuga ada
peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya patafaguatu daerah.
Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimenguyai
a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan paja&ntliri.
b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan teagdbut.
Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan pasierimaan selama
beberapa tahun dengan perubahan—perubahan dalaeks inkdarga,

penduduk maupun pendapatan nasional perkapita (GNP)
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2. Keadilan
Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah balbeban pengeluaran
pemerintah haruslah dipikul oleh semua golonganyarakat sesuai
dengan kekayaan dan kesanggupan masing—masingygalon

3. Kemampuan administrasi
Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengagdpengertian
bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikelmmarkdalam
menetapkan dan memungut pajak sebanding dengahyiaagj mampu
dicapai.

4. Kesepakatan Politis
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan kpajenetapan
strukturtarif, memutuskan siapa yang harus dibalgar bagaimana pajak

tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yelgnggarnya.

2.1.2.4 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daexh
Menurut Rochmat Sumitro (1990), peningkatan pajadrah dapat dilakukan
melalui dua cara yaitu
1. Intensifikasi Pajak
Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitasgotan terhadap suatu
subyek dan obyek pajak yang potensial namun belergatap atau
terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutagar dapat

mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.
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Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua gaitu
a. Penyempurnaan administrasi pajak
b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak
2. Ekstensifikasi Pajak
Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas sultg@kobyek pajak serta
penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara tdpat ditempuh melalui
cara:
a. Perluasan wajib pajak
b. Penyempurnaan tarif

c. Perluasan obyek pajak

2.1.2.5 Target Pendapatan Daerah
Menurut Soelarno (1998) target Pendapatan Daeralatagherkiraaan hasil
perhitungan pendapatan daerah secara minimal didapgem satu tahun anggaran.
Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertaggyuabkan didalam
penyusunannya memerlukan perhitungan terhadaprfdiékwor sebagai berikut :
1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari taiggeman yang lalu dengan
memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkacapainya realisasi

tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
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2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun—talsebelumnya yang
diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggaksampai dengan tahun
berlalu.

3. Data potensi obyek pajak dan estimasi perkembadganperkiraan pnerimaan
dari penetapan tahun berjalan minimal 80 % darefzgan.

4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian agasesn dari dan
penyempurnaan sistem pemungutan.

5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran nmastaselaku wajib pajak.

6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasaranhiaga@ungutan.

2.1.2.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah
Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang diebleh pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedonden gmas-asas pemungutan
pajak (Mardiasmo, 2003) yaitu :
a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap oranggdsartempat tinggal di

Indonesia.
b. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yartgropat tinggal di Indonesia

di tentukan menurut keadaan.
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c. Asas sumber penghasilan
Jika sumber penghasilan berada di Indonesia detidgamemperhatikan subyek
tempat tinggal. Disamping asas-asas berpedomard&dpa tersebut diatas, ada
asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oledfdlal©iukum. Ada beberapa
teori pajak yang dilancarkan dari jaman kejamatuyai
1. Asas sumber penghasilan
Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat denggalsekepentingannnya
seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepeatirtggas-tugas negara itu
seperti halnya dengan perusahaan asuransi, makatrbhkrus membayar
premi yang berupa pajak.
2. Teori kepentingan
Teori ini memperhatikan memungut pembagian bebawysuk seluruhnya
supaya adil. Akan tetap karena teori ini mambemaddanya hak pemerintah
untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula diggkam dalam teori yang
memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentim@amg-masing orang
dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindurjgaa orang-orang
berserta harta bendanya.
3. Teori bukti
Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiriinget tanpa adanya
persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menggra. Bahkan tiap-
tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tandlti kebaktian kepada

negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gakal miemungutan pajak
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didasarkan pada gaya pikul individu dalam masydrgidu dalam tekanan
pajak tidak harus sama bersarnya untuk tiap orguy,beban pajak harus
sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan péara lain

penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanjaraage

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapa@ag@ menunjukan
kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumbeesuaa untuk membiayai
pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pataa Asli Daerah sebagai
pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Ddataim memanfaatkan potensi-
potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapatiukumg pembiayaan

penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumahataagendiri dengan
sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumt@mbiayaan yang cukup.
Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiaglapat diberikan kepada
daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali sexqyatgber-sumber keuanganya
sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangenbglaku.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentamgeRntah Daerah,
menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daeedahacheliputi:
1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah
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3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah

5. Penerimaan Lain-Lain

2.1.4 Pajak Reklame
2.1.4.1 Pengertian Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dah satu sumber
pendapatan asli daerah yang menunujukan posidegisadalam hal pendanaan
pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PADumepasal 79 UU No. 22
tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah:
1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
a. Hasil pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Bagian laba BUMD
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan keuangan pusat — daerah
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa PAD meampdiagian dari
pendapatan daerah yang salah satunya bersumbgyagizki Pajak Reklame adalah

pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaeitame adalah orang atau
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badan yang menyelenggarakan reklame, baik untukatks namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggumya.

Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digundkaus menerus oleh negara.
Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimadisgeahkan dan digunakan
untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklersebut dikenakan terhadap
objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewdarek dan didasarkan pada
besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya bégalibaraan reklame, lama
pemasangan reklame, nilai strategis pemasangaamektan jenis reklame. Pajak
reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaldach diJU No 18 Tahun 1997
yang diperbaharui dengan UU No 34 tahun 2000. Peartban Undang-undang
didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuatggehharus dipatuhi oleh
masyarakat dan pihak lain yang terkait, (MarihoSRhaan, 2005) dan juga untuk
memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kot&k unemungut pajak jenis
pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarapdtensial di daerah. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepadalla&abupaten/Kota dalam
mengantisipasi kondisi serta perkembangan perekamondaerah pada masa
mendatang yang mengakibatkan perkembangan poteagik pdengan tetap
memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan dspieayarakat serta memenuhi

kriteria yang ditetapkan (Marihot P. Siahaan, 2005)
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2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu KabupaterKat@adalah Undang-
undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubajaddJndang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah, Peraturan ReateNomor 65 Tahun 2001,
Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 20®2ng Pajak Reklame,
Keputusan Walikota Semarang Nomor 188.3/142 Tah@®2 2tentang petunjuk
pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang teR@alg Reklame. Asas yang
mendasari penagihan dan pembebanan Pajak Reklame&unélardiasmo (2000)
meliputi:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.

N

. Kepastian hukum.

3. Mudah dimengerti dan adil.

N

. Menghindari pajak berganda.

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang haséripgamnnya harus
seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kbtessus Pajak Reklame yang
dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian dipgtkan bagi desa di wilayah
daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklamsil Penerimaan Pajak
Reklame tersebut diperuntukan paling sedikit sdpylersen bagi desa di wilayah
kabupaten yang bersangkutan.

Sedangkan Undang-undang dan peraturan yang besdajak Indonesia

merdeka hingga sekarang adalah:
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» Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajakabakan Retribusi
Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-unbdand8 Tahun
1997.

* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajagf Paerah.

* Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2@02aiig Pajak
Reklame.

» Ketetapan Walikota Semarang Nomor 973/266 Tahu.200

» Keputusan Walikota Semarang Nomor 188.3/142 Tah@R ZTentang
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Seméltamgpr 2 Tahun

2002 tantang Pajak Reklame.

Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak dakatagkan kesadaran
masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajtah yang umumnya dan
Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat.

Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraaamekliSeperti diketahui
Pajak Reklame dikenakan atas semua penyelenggaekdmme, otomatis yang
menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraannmreklReklame adalah benda,
alat, perbuatan, media yang menurut bentuk darnka@gamnya memiliki tujuan
komersial, digunakan untuk memperkenalkan, mengeajuatau memujikan suatu
barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik fmhamum kepada suatu barang,
jasa atau orang yang ditempatkan atau yang daliztdidibaca dan atau didengar

dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilaku®ah pemerintah.
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2.1.4.3 Jenis-jenis Reklame dan Ruang Lingkup PajaReklame
Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjajgik oBajak Reklame
(Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentangk PBgklame) adalah
sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Reklame Papan/Billboard
yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu terknasang atau bahan lain yang
sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat padguban, tembok, dinding,
pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinapamayang disinari.
b. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Displai¥D)
yaitu reklame yang menggunakan layar monitor bbsaupa program reklame
atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tutisamarna yang dapat berubah-
ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenagilist
c. Reklame Kain
yaitu reklame yang diselenggarakan dengan mengguana&han kain, termasuk
kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sepamgan itu.
d. Reklame Melekat (Stiker/Poster)
yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, digglrakan dengan cara
disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benugameketentuan luasnya

tidak lebih dari 200 cfper lembar.
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Reklame Selebaran

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, digglrakan dengan cara
disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengarenkean tidak untuk
ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungieata suatu benda lain.
Reklame Berjalan

yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan éselenggarakan dengan
menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawaralein

Reklame Udara

yaitu reklame yang diselenggarakan diudara denganggunakan gas, laser,
pesawat atau alat lain yang sejenis.

Reklame Suara

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggundata-kata yang
diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan teui@eh perantara alat.
Reklame Film/Slide

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan mengguridise berupa kaca atau
film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alatkutiproyeksikan dan atau
dipancarkan pada layar atau benda lain yang adedgan.

Reklame Peragaan

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara ewaggkan suatu barang

dengan atau tanpa disertai suara.
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Semua reklame yang termasuk dalam kategori di atidah objek pajak
reklame. Prinsip Pajak Reklame mencerminkan keadilditunjukan oleh
pengecualian terhadap objek yang tidak dikenakgakparena secara teoritis harus
mempertimbangkan Overhead ekonomi (M.L JhinganQR00lenurut DPKD Kota
Semarang pada Pajak Reklame, tidak semua penyel@agygreklame dikenakan
pajak antara lain:

1. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkangasenperaturan
daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang k@diadiehusus untuk
sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpas@o

2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televaijo, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

3. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepantingpum dalam
jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.

4. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada banglan atau tanah
tempat penyelenggaraan pertunjukkan yang semata-tathubungan
dengan pertunjukkan yang sedang atau akan diseleaigm.

5. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomaflerwakilan
Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khusu$$gdan-Badan
atau Lembaga-Lembaga Organisasi Internasional lpadai Badan-Badan
yang dimaksud.

6. Penyelenggaran oleh organisasi politik atau organisosial politik yang

semata-mata mengenai politik.
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Ditinjau dari obyek pajak, subyek pajak, wajib pam@an dasar pengenaan

pajak reklame menurut Peraturan Daerah No. 22 taB08& adalah :

No. | Keterangan Pajak Reklame

1. Obyek Pajak Semua penyelenggaraan reklame.

5 Subyek Pajak Orang pribadi atau badan yang memnygdeakan
' atau memesan reklame.

3 Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang menyegkradan
' reklame.

4 Dasar Pengenaan PajaNilai Sewa Reklame (NSR).

S.umber : Marihot P. Siahaan, 2005

Menurut Peraturan Daerah No. 22 tahun 2002 tenpamjak reklame juga
disebutkan, pajak reklame adalah pungutan daewh @nyelenggaraan reklame.
Adapun yang dimaksud reklame adalah benda, alat mggbuatan yang menurut
bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakdémk umemperkenalkan,
menganjurkan atau memuiji kepada sesuatu baramagatas seseorang ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa &eseorang yang
diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihagaddilbdan atau didengar dari suatu
tempat oleh umum.

Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada padaubetlaerah kabupaten
atau daerah kota seluruh Indonesia. Hal ini beakadengan kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kotakunmtengenakan atau tidak
mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kotakldlapat dipungut pada suatu
daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah kentebih dahulu menerbitkan

peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akamadnelandasan hukum
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operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaapetanngutan pajak reklame di

daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

2.1.4.4 Tarif Dasar Pengenaan dan Cara Menghitungdpak Terhutang

Tarif Pajak Reklame dikenakan atas objek reklamalaxd paling tinggi
sebesar dua puluh lima persen dari nilai sewa meklalan ditetapkan dengan
peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangktf@nini dimaksudkan untuk
memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupat@niintuk menetapkan tarif
pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masasjag daerah Kabupaten/Kota.
Dengan demikian setiap daerah Kabupaten/Kota ##éxerikewenangan untuk
menetapakan tarif pajak yang mungkin berbeda dergdupaten/kota lainya,
asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapa@basi asalkan tidak lebih
dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukarr gesagenaan dan menghitung
besarnya pajak reklame perlu dipahami dahulu péager Nilai Sewa Reklame
(NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasdritpagan penetapan besarnya
pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai juajesbreklame dan nilai strategis
pemasangan reklame. Cara perhitungan NSR ditetagggagan peraturan daerah.
Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa Hi&®apkan oleh
bupati/walikota dengan persetujuan DPRD Kabupateta/Kyang bersangkutan

dengan berpedoman pada Keputusan Menteri DalamriNefgesil perhitungan NSR
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ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Padardya Nilai Sewa Reklame

dihitung dengan mempertimbangkan (Marihot P. Siaha@05) :

a.

b.

C.

d.

e.

Besarnya biaya pemasangan reklame
Besarnya biaya pemeliharaan reklame

Jenis dan jangka waktu pemasangan reklame
Nilai starategis lokasi

Ukuran media reklame

Yang dimaksud dengan :

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR). NJOPR ddataseluruhan
pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh gemitian atau
penyelenggaraan reklame, konstruksi, instalasridjspembayaran/ongkos
perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, p&mgepamasangan dan
transportasi yang bersangkutan dan lain sebagasygai dengan bangunan
reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayang#fan atau terpasang
ditempat yang telah diizinkan.

Perhitungan NJOPR didasarkan pada besarnya kompobaya
penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator :

a. Biaya pembuatan /kontruksi

b. Biaya pemeliharaan

c. Lama pemasangan

d. Jenis reklame



51

e. Luas bidang reklame
f. Ketinggian reklame

* Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalalraoknilai yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklansebert, berdasarkan kriteria
kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berlaagek kegiatan di
bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasapgada besarnya ukuran
reklame, dengan indikator : nilai fungsi ruang (NFékasi pemasangan; nilai

fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP).

Sedangkan dasar pengenaan pajak terutang difdenmgan mengkalikan tarif
pajak dengan dasar pengenaan pajak. Adapun besaasyag-masing NJOPR (Nilai
Jual Objek Pajak Reklame), NSPR (Nilai Strategim&sangan Reklame), dan NSR
(Nilai Sewa Reklame) ditetapkan dengan Keputuasamalikefa Semarang

N0.973/266 Tahun 2002 yaitu:



Tabel 2.1

Nilai Sewa Reklame Kota Semarang
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No JENIS REKLAME NJOPR NSPR NSR

1 2 3 4 5

A Reklame Megatron 21,000,000,00/M2/Th
1. Kawasan Khusus 1,950,000,00/M2/[Th 22,950,@MR/Th
2. Kawasan Sentral Bisnis 700,000,00/M2/Th 21,J00,00/M2/Th
3. Kawasan Bisnis 200,000,00/M2/Th 21,200,000/201h
4. Kawasan Jalan A 50,000,00/M2/Th 21,050,000/Q0T h
5. Kawasan Jalan B 20,000,00/M2/Th 21,020,008Q07h
6. Kawasan Jalan C 5,000,00/M2/TTh 21,005,000,20TH

B Reklame Papan Multivision
2-4 Penayangan 600,000/M2/Th
1. Kawasan Khusus 1,950,000,00/M2/[Th 2,250,00MR0h
2. Kawasan Sentral Bisnis 700,000,00/M2[Th 1,300,00/M2/Th
3. Kawasan Bisnis 200,000,00/M2/Th 800,000,00/W2
4. Kawasan Jalan A 50,000,00/M2/Th 650,000,002/
5. Kawasan Jalan B 20,000,00/M2/Th 620,000,002/
6. Kawasan Jalan C 5,000,00/M2/TTh 605,000,00/M2/T
5-8 Penayangan 800,000/M2/Th
1. Kawasan Khusus 1,950,000,00/M2/[Th 2,750,00MR0h
2. Kawasan Sentral Bisnis 700,000,00/M2/Th 1,600,00/M2/Th
3. Kawasan Bisnis 200,000,00/M2/Th 1,000,000, 07w
4. Kawasan Jalan A 50,000,00/M2/Th 850,000,002/
5. Kawasan Jalan B 20,000,00/M2/Th 820,000,00M42/
6. Kawasan Jalan C 5,000,00/M2/TTh 805,000,00/M2/T
Lebih dari 8 kali Penayangan 1,000,000/M2/{Th
1. Kawasan Khusus 1,950,000,00/M2/[Th 2,950,00MR20h
2. Kawasan Sentral Bisnis 700,000,00/M2[Th 1,000,00/M2/Th
3. Kawasan Bisnis 200,000,00/M2/Th 1,200,000, 07
4. Kawasan Jalan A 50,000,00/M2/Th 1,050,000, @M
5. Kawasan Jalan B 20,000,00/M2/Th 1,020,000,201¢
6. Kawasan Jalan C 5,000,00/M2/TTh 1,005,000,00TM2
Billboard 300,000/M2/Th
1. Kawasan Khusus 1,950,000,00/M2/[Th 2,250,00MR0h
2. Kawasan Sentral Bisnis 700,000,00/M2[Th 1,000,00/M2/Th
3. Kawasan Bisnis 200,000,00/M2/Th 500,000,00/\2
4. Kawasan Jalan A 50,000,00/M2/Th 350,000,002/
5. Kawasan Jalan B 20,000,00/M2/Th 320,000,002/
6. Kawasan Jalan C 5,000,00/M2/TTh 305,000,00/M2/T

C Reklame Kain Cover 300,000/M2/Th
1. Kawasan Khusus 1,950,000,00/M2/[Th 2,250,00MR20h
2. Kawasan Sentral Bisnis 700,000,00/M2/Th 1,000,00/M2/Th
3. Kawasan Bisnis 200,000,00/M2/Th 500,000,00/\2
4. Kawasan Jalan A 50,000,00/M2/Th 350,000,002/
5. Kawasan Jalan B 20,000,00/M2/Th 320,000,00m42/
6. Kawasan Jalan C 5,000,00/M2/TTh 305,000,00/M2/T
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No JENIS REKLAME NJOPR NSPR NSR
1 2 3 4 5
Layar Toko, Tenda, Bannie 8,500,00/M2/Minggu
1. Kawasan Khusus 22,500,00/M2/Minggu 31,000,00MM2ggu
2. Kawasan Sentral Bisnis 7,000,00/M2/Minggu 08,60/M2/Minggu
3. Kawasan Bisnis 6,000,00/M2/Minggu 14,500,00Minggu
4. Kawasan Jalan A 5,000,00/M2/Minggu 13,500,00Miaggu
5. Kawasan Jalan B 4,500,00/M2/Minggu 13,000,00N42ggu
6. Kawasan Jalan C 4,000,00/M2/Minggu 12,500,00Kik2ggu
Spanduk, Umbul-Umbul 8,500,00/M2/Minggu
1. Kawasan Khusus 22,500,00/M2/Minggu 31,000,00/A2g9gu
2. Kawasan Sentral Bisnis 7,000,00/M2/Minggu 0B,60/M2/Minggu
3. Kawasan Bisnis 6,000,00/M2/Minggu 14,500,00Mizggu
4. Kawasan Jalan A 5,000,00/M2/Minggu 13,500,00MAaggu
5. Kawasan Jalan B 4,500,00/M2/Minggu 13,000,00N42ggu
6. Kawasan Jalan C 4,000,00/M2/Minggu 12,500,00Ki2ggu
Flag Chain 10,000,00/M2/3 Bl  30,000,00/M Lari/3 Bl 40,000,00/M Lari/3 BI
D Reklame Melekat
1.Tinplate 10,000/Folio/3 Bj 30,000/Folio/3 BI 40,000/Folio/3 B
2.Stiker 1,500/Folio/1B 2,500/Folio/1BI 4,000/kBI
3.Poster 500/Folio/1B| 2,500/Folio/1Bl 3,000/FdBb
E Reklame Selebaran
Berwarna 500/Folig 300/Folip 800/Foljo
Tidak Berwarna 100/Folio 300/Folio 400/Foljio
F Reklame Berjalan 10,000,00/M2/Th 140,000,00/NW2f T 240,000,00/M2/Th
G Reklame Kendaraan 10,000,00/M2/TTh 140,000,00/M2/T 240,000,00/M2/Th
H Reklame Udara 1,500,000,00/ Bh 500,000,00/ Bh 0@@0,00/ Bh
I Reklame Film/Slide - - -
J Reklame Suara - - -
K Reklame Peragaan 50,000,00/M2/Mindgu 50,006/eMinggu

Sumber : DPKD Kota Semarang Tahun 2010

Pajak Reklame ini mempunyai potensi yang cukup rbdaa tidak terkena

dampak krisis secara berarti. Ada kecenderungawdalkegmen pajak ini mayoritas

adalah golongan kaya yaitu para pengusaha dantanviesik lokal maupun asing,

karena kelompok ini cenderung membelanjakan uangieyman porsi yang lebih

besar dari pada pendapatannya untuk memasang eekaam menentukan nilai
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dan memungut pajak tidaklah sulit (Devas, dkk,19@®api dalam hal kontrolnya
sangat lemah. Nilai kena pajak pada prakteknyatagikan melalui perundingan
antara petugas pajak dengan pihak yang menyeleasggaeklame sehingga dapat
memberi peluang terjadinya kebocoran-kebocoran mmyelewengan. Selain itu

hanya kota-kota besarlah yang dapat menggali peaan dari pajak ini.

2.1.4.5 Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame

Pelaksanaan Pajak Reklame dimulai dari proses fiarala usahanya kepada
Bupati/Walikota, dalam praktiknya umumnya kepadaddi Pendapatan Keuangan
Daerah (DPKD), dalam jangka waktu tertentu selardabatnya tiga puluh hari
sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuldam diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha gengaraan reklame tidak
mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yangtditen, maka kepala Dinas
Pendapatan Keuangan Daerah akan menetapkan peagessdbut sebagai wajib
pajak secara jabatan, penetapan tersebut dimalasudktuk pemberian nomor
pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetsgsarnya wajib pajak
terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wagifak ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dengan surat keputusan. Sebelursesrpendaftaran terlebih dahulu
mendeskripsikan pengertian Surat Pemberitahuatk Paarah (SPTPD).

Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan olglb wajak untuk
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pam&k @ajak, dan atau bukan

objek pajak dan atau harta serta kewajiban, memetgturan perundang-undangan
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perpajakan daerah. Wajib pajak yang telah memRWPD setiap awal masa pajak
wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD, Bupatikgtdi atau pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Rel¢ yang terutang dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)PCBKlisini adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokalk.p@KPD harus dilunasi oleh
wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak ditemnya SKPD oleh wajib pajak
atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupttu walikota. Apabila setelah
lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atavang membayar pajak terutang
dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi adminasstberupa bunga sebesar dua
persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Bag#t Pajak Daerah.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana proses pemamguiRajak Reklame
ditunjukan oleh gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Pendaftaran » NPWPD »| SPTPD Pembayaran paling
Wajib Pajak lambat 30 hari sejak
I SKPD diterima.
» Apabila terlambat
SKPLC
dikenai denda 2%
perbulan
Y v v (dengan SKPD)
SKPDKB SKPDN SKPDKBT
A 4
SSPD

A 4

A

Sumber : DPKD Kota Semarang



56

Keterangan:

1. NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

2. SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

3. SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

4. SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

5. SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

6. SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baganbahan

7. SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

2.1.5 Hubungan Antara Penduduk dengan Pajak Reklame

Penduduk melakukan permintaan atas sesuatu baatarg dangka memenubhi
atau memuaskan kebutuhan hidup. Semakin meningkalalh penduduk. maka
kebutuhan akan barang-barang pemuas kebutuhan rakagalami peningkatan.
Pertambahan jumlah penduduk yang tidak seiring alepgrkembangan kesempatan
kerja, akan mengakibatkan meningkatkan pengangd&aaono Soekirno,2003).

Menurut Syuhada Sofian (1997) penduduk merupakkam satu faktor yang
signifikan berpengaruh terhadap jumlah PenerimagakPReklame. Pertumbuhan
penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yangjtifpalalam memacu
pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai goen@embangunan.
Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan ugspd konsumsi dari
penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaaregad. Pada gilirannya,

peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaheuseduktif berkembang,
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begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Deadgamya penduduk yang padat,
maka kegiatan ekonomi akan berlangsung secara pkik,kebijakan terhadap

penduduk sejalan dengan kebijakan di dalam suaadavilayah.

2.1.6 Hubungan Antara Industri dengan Pajak Reklame

Jumlah industri adalah jumlah usaha industri badustri kecil, menengah,
maupun besar. Jumlah industri merupakan salah &attor positif pemicu
pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sutrisno (2002) jumlah industri berpengatethadap penerimaan
pajak reklame. Penilaian tersebut sesuai dengafaj@@nyang dilakukan oleh Devas,
dkk (1989), bahwa sebagian besar pemerintah dadrajkat 1l (sekarang
Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papaamekdi daerah. Pajak ini cocok
untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat phjek dapat mudah diketahui.
Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasanddame juga berpengaruh
terhadap penerimaaan pajak reklame. Hal ini didebralpabila suatu industri yang
ingin memasarkan produknya dapat menggunakan agamasang reklame agar dapat
diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat mbahnumlah penerimaan pajak
itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang msamg reklame mengakibatkan
obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaaiatdgein meningkat (Syuhada

Sofian, 1997).
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2.1.7 Hubungan Antara PDRB dengan Pajak Reklame

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakanl@mdan jasa akhir
yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam tdtun dan dinyatakan dalam
harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukurag ygobal sifatnya, dan
bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yapat, karena belum dapat
mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesunggupadahal sesungguhnya
kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap pendutiukegara atau daerah yang
bersangkutan.

Produk domestik regional bruto perkapita pada sakrah dapat digunakan
sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebitk lkarena lebih tepat
mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negapadia nilai PDB atau PDRB
saja. Produk domestik bruto perkapita baik di tatgkasional maupun di daerah
adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daeibhgid dengan jumlah
penduduk di Negara maupun di daerah yang bersaagkatau dapat disebut juga
sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukeh ®DRB, jumlah
penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat mawjaerah, jadi PDRB dan
jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaanngramsing jenis pajak

daerah tersebut (Musgrave, 1993).
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2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasitang penelitian Pajak

Reklame yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Den penelusuran penelitian

terdahulu maka akan dapat dipastikan ruang yarapdicbleh penelitian ini.

lain :

1.

2.

Beberapa penelitian mengenai Pajak Reklame telajakadilakukan, antara

Rizki Yulianto (2006) melakukan penelitian yang utisn dalam bentuk
skripsi dengan judul“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarangtengan menggunakan alat
analisis regresi berganda. Persamaan regresi mkalibalua variabel atau
lebih. Regresi berganda digunakan untuk mengetalgarnya pengaruh
perubahan dari suatu variabel independen terhadaabel dependen. Studi
kasus dalam penelitian ini adalah Kota Semarang.

Akhmad Rusyadi (2005) mengadakan penelitian yasgsdin dalam bentuk
skripsi dengan judulfPeranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebeslengan menggunakan alat
analisis trend linier dengan meto@ast square. Analisis ini digunakan untuk
meramalkan penerimaan pajak reklame di tahun-tahmandatang.
Penerimaan pajak reklame untuk tahun-tahun yangh akatang terus
mengalami peningkatan, sehingga pajak reklame perlendapatkan

pengelolaan yang serius untuk memaksimalkan peaannya.
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3. Syuhada Sofian (1997) melakukan penelitian dalamtue jurnal yang
berjudul “Prospek dan Alternatif “Action Plan” Pemajakan Reklame
Dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kass Di Kodya
Semarang”. Dalam penelitian ini menggunakan metode anatikgponential
dengan variabel angka pertumbuhan penduduk), (dngka inflasi Kota
Semarang (X)), angka pertumbuhan g€X diketahui bahwa faktor-faktor
tersebut mempunyai prospek yang potensial sebagaber pembiayaan
pembangunan dan faktor-faktor tersebut mempunyaiggreh terhadap

penerimaan daerah di Kota Semarang.



Tabel 2.2
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu
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No | Penulis (Th) dan Judul Variabel Model Analisis Hasil Penelitian
1 | Rizki Yulianto (2006) Obyek Reklame Y = f (X1, X2, X3, | Variabel obyek reklame
“Analisis Faktor-Faktor | Papan ReklameX4 e) billboard, jumlah
Yang Mempengaruhi Multivision dan| Dengan persamaanpenduduk, jumlah industfi
Penerimaan Pajak billboard, yang digunakan: dan PDRB per kapita
Reklame di Kota PDRB perl Y = bo + biX1 +| berpengaruh positif dan
Semarang” kapita, Jumlah b2X2 + I8X3 + 4X4 | signifikan terhadap
Industri, Jumlah +e penerimaan pajak reklame
Penduduk. di Kota Semarang. Dari
nilai standardized
coefficients diketahui
PDRB merupakan
variabel yang dominap
mempengaruhi
penerimaan pajak reklame
diikuti  variabel obyek
reklame, jumlah industri
dan jumlah penduduk.
2 | Akhmad Rusyadi (2005) | PAD, Prospek Y =a + bX Menunjukan bahwa
“Peranan Pajak Reklame| Penerimaan berdasarkan hasil regresi

Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Brebes”

Pajak Reklame
di

trend linier
dengan menggunaka
Eviews 3.0, t-statistik da
C (konstanta)

signifikan. Hal ini terlihat
dari nilai t-statistik lebih
besar

statistik dari X (koefisier
kecondongan

garis trend)
signifikan,  dimana
statistik lebih besar
dari t-tabel. Maka dapa
diprediksi realisasi dari

juge
1

dari nilai t-tabel dan t}

AN

—

Al

pajak reklame untuk tahu
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Penulis (Th) dan Judul Variabel Model Analisis Hasil Penelitian

2005-2014  menunjukan
bahwa penerimaan pajak
reklame untuk
tahun-tahun yang akan
datang terus mengalami
peningkatan, sehingga
pajak  reklame  perlu
mendapatkan pengelolaan
yang serius untuk
memaksimalkan
penerimaannya.

Syuhada Sofian (1997) | Angka Y = DbIXTA +|Pajak Reklame
“Prospek dan Alternatif | pertumbuhan | b2xGRP + b3xTG1 + mempunyai prospek yang
“Action Plan” Pemajakan| penduduk, b4xKJ potensial sebagai sumber
Reklame Dalam Angka inflasi pembiayaan pembangunan
Mendongkrak PendapatanKota Semarang dan mekanisme harga
Asli Daerah Studi Kasus | Angka penataan reklame dapat
Di Kodya Semarang”. pertumbuhan dilakukan sehingga
tercipta lingkungar

perkotaan yang menjamin
efektifitas dan efisiensi.

Sumber: Data Diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tangguad j@arga negara dalam
pembangunan dan juga merupakan imbalan dari wagara terhadap manfaat yang
merupakan perolehan dari warga negara terhadapaataydng mereka peroleh dari
produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumpénerimaan daerah adalah
Pajak Reklame. Pajak yang mempunyai peranan yantingebahkan diharapkan
dapat menempati kedudukannya sumber penerimaan p@egsial. Pajak reklame
merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan pexsmya diserahkan kepada

pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga rjpgaie daerah yang
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bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaak teasebut untuk membiayai
pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karenapétnerintah daerah
senantiasa berusaha menggali faktor-faktor yangtdapeningkatkan penerimaan
pajak reklame di daerahnya.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan ditieyiaitu jumlah penduduk,
jumlah industri dan PDRB yang diduga mempunyai pemgy terhadap penerimaan
Pajak Reklame. Sehingga dalam penelitian ini dip@rh suatu uji statistik untuk
menguji dan menganalisis apakah benar-benar véritdrsebut mempunyai
peningkatan atau penurunan terhadap Pajak Reklame.

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustatasgdimaka secara skema

kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai leriku

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Penelitian

[ Jumlah Penduduk ]\

Penerimaan Pajak
Reklame Kota
Semarang (Y)

) 4

[ Jumlah Industri

—

[ PDRB
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2.3 Hipotesis
Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedontarasshn dalam penelitian
yang disusun berdasarkan pada teori yang terkaitardh suatu hipotesis selalu
dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menguhldbungua variabel atau lebih
(J. Supranto, 1997). Setelah adanya kerangka pemiéli atas, maka hipotesis dalam
penelitian ini adalah :
1. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif signifikan
terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang.
2. Jumlah industri mempunyai pengaruh yang positih dagnifikan
terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang.
3. PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikeathadap
penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang.
4. Secara bersama-sama Jumlah Penduduk, Jumlah Indastr PDRB
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dddp penerimaan

Pajak Reklame di Kota Semarang.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ¥riabel

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri ihaividu, obyek, segala
peristiva yang dapat diukur secara kuantitatif/itaal. Hasil pengukuran suatu
variabel bisa konstan atau tetap, bisa juga berubah (Nana Sudjana, 1999).

Definisi operasional merupakan pengubahan konsem yaasih berupa
abstrak dengan kata—kata yang menggambarkan pedtak gejala yang dapat diuji
dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berkimsavariabel yang digunakan
(Hadi, 1996)

Sebagai panduan untuk melakukan penelitian damdadengka pengujian
hipotesis yang diajukan, maka dalam penelitianyamg dijadikan variabel yang

diteliti adalah sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainyajatgung pada nilai
variabel lain yang merupakan konsekuensi dari @rab yang terjadi pada variabel
bebas (variabel independen). Dalam penelitian &alp reklame yang merupakan
salah satu pajak Kota Semarang dan salah satu symebéapatan asli daerah yang

menunjukan posisi strategis dalam hal pendanaabipgaan di Kota Semarang dari
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tahun anggaran 1985 sampai dengan 2008 dijadikzgaevariabel terikat, variabel

pajak reklame ini diukur dalam rupiah.

3.1.2 Variabel Independen
Dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel indegden sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk
Adalah jumlah penduduk pertengahan tahun di Kaa&ang Data jumlah
penduduk diukur dalam satuan orang.

2. Jumlah industri
Adalah jumlah usaha industri baik industri keallgnengah maupun besar yang
ada di Kota Semarang. Data jumlah industri diukalach satuan unit.

3. PDRB
Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasil@at berbagai unit produksi
(sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduttap@hun yang sama dan
dihitung menurut harga konstan. Data yang diguna@aah PDRB Perkapita

atas dasar harga konstan tahun 2000. PDRB Perkhpiiar dalam satuan rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1 Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi d@lah data sekunder. Data
sekunder merupakan data yang diambil dari pihak éau merupakan data yang
sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkalae( series) untuk melihat

perkembangan objek penelitian selama periode terten
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Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mdt@auhi dalam suatu
penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia haisssdaikan dengan kebutuhan dalam
suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi usasdengan menentukan lokasi
penelitian di Kota Semarang. Data yang digunakaaaddata sekunder selama dua
puluh empat tahun. Adapun data yang digunakan ladala

1. Penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak &t Semarang

tahun 1985-2008

2. Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 1985-2008

3. Jumlah industri Kota Semarang tahun 1985-2008

4. PDRB Perkapita atas dasar harga konstan tahunkxi@@0Semarang tahun

1985-2008

3.2.2 Sumber Data
Sedangkan data-data sekunder yang digunakan geaetitian ini diperoleh
dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instarstansi pemerintah seperti:
1. Badan Pusat Statistik (BPS) Povinsi Jawa Tengah
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Sergar

3. Dinas Perindustrian Kota Semarang

3.3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasiy yaéngumpulkan
catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuoalifi@n yang akan dilakukan dari

dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Sutmrgirikunto, 2002). Laporan-
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laporan yang terkait dengan realisasi penerimagak FReklame yang menyangkut
jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB. Datauseler tersebut diperoleh dari
dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terk@engumpulan dilakukan
dengan studi pustaka dari buku—buku, laporan gerelibuletin, jurnal ilmiah, dan

penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian i

3.4  Metode Analisis
3.4.1 Alat Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatabarbebasidependent
variable) terhadap variabel terikatddpendent variable) maka penelitian ini
menggunakan model regresi linear bergaridalt{ple Linier Regression Method)
dengan metode kuadrat terkecil at@udinary Least Square (OLS). Metode ini
diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dagiainggulkan, yaitu secara teknis
sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penaiiki@mpretasinya (Gujarati,
19909).
Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut :

LOGPJK_REKL =By + 3;LOGPDDK +3,LOGINDUST +p335LOGPDRB + e

Dimana:

PIK_REKL = Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)
PDDK = Pertumbuhan Penduduk (dalam jiwa)
INDUST = Jumlah Industri (dalam angka)

PDRB = Jumlah PDRB (dalam rupiah)



69

Bo = Intersep/Konstanta

B1 = Koefisien Regresi Pertumbuhan Penduduk
B2 = Koefisien Regresi Jumlah Industri

Bs = Koefisien Regresi Jumlah PDRB

e = Disturbance Error (Variabel Pengganggu)
LOG = Logaritma

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asidmssr yang dapat

menghasilkan estimator linear tidak bias. Denggpeteuhinya asumsi tersebut, maka

hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mertdekau sama dengan kenyataan.

Asumsi — asumsi dasar itu dikenal sebagai asurasikklaitu :

1.

2.

Distribusi kesalahan adalah normal

Nonmultikolinearitas, berarti antara variabel belgaag satu dengan yang lain
dalam model regresi tidak terjadi hubungan yangdekati sempurna ataupun
hubungan yang sempurna.

Nonautokorelasi, berarti tidak ada pengaruh dariabbal dalam modelnya
melalui selang waktu atau tidak terjadi korelasingara galat randomnya.
Homoskedastisitas, berarti varians dari variabélabeadalah sama atau konstan
untuk setiap nilai tertentu dari variabel bebaariga atau variansi residu sama

untuk semua pengamatan.
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Penyimpangan dari nonmultikolinearitas dikenal gabamultikolinearitas,
penyimpangan dan nonautokorelasi dikenal sebagakanelasi, dan penyimpangan
terhadap homoskedastisitas dikenal sebagai heestastsitas. Untuk mendeteksi
terjadi atau tidak penyimpangan terhadap asumsikkidalam model regresi yang
dipergunakan, maka dilakukan beberapa cara pengujierhadap gejala
penyimpangan asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalarodel regresi
variabel pengganggu atau residual memiliki dissimormal atau tidak. Seperti
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwai médsidual mengikuti
distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar raakji statistik menjadi tidak
berlaku (Imam Ghozali, 2005).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal afaurtya distribusi
residual antara lain Jarque-Bera (J-B) Test damaeegrafik. Dalam penelitian
ini akan menggunakan metode J-B Test, apabila dBid < nilai y2 (Chi-
Square) tabel, maka nilai residual terdistribuginmed.

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggstaangkaian
observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruargm@lar Gujarati 1997 :
201). Konsekuensi adanya autokorelasi diantaramlganya selang keyakinan

menjadi lebar serta variasi dan standar errorlteréandah.
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Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam ehoegresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periodengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jikaadierkorelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasheuli karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu t&inmya. Masalah ini timbul
karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bdbassatu observasi ke
observasi lainnya (Imam Ghozali.2005 : 95). Modsdresi yang baik adalah
regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satfommal untuk mendeteksi
autokorelasi adalah Breusch-Godfrey atau dengananiam uji Langrange-
Multiplier (LM).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakalardaimodel terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengankatgpengamatan yang lain
(Imam Ghozali, 2001). Heterokedastisitas yaituata&l pengganggu (e) memilki
varian yang berbeda dari satu observasi ke obsedaiaga atau varian antar
variabel independen tidak sama. Hal ini melanggamei heterokedastisitas
yaitu setiap variabel penjelas memiliki varians garsama (konstan).
Heterokedastisitas lebih sering muncul pada datsscsection dibandingkan data
time series (Mudrajat Kuncoro,2001).

Untuk menguji model regresi yang digunakan tertdapterokedastisitas
atau tidak, dapat dilakukan dengan Uji Park. Ujii/hUji Glejtser, dan Uji

Breusch-Pagan-Godfrey (Gujarati,2003 : 403-414)alapenelitian ini untuk
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mengetahui adanya heteroskedastisitas dilakukamademmenggunakan Uji
White yang tersedia dalam program Eviews 6.
4. Uiji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan lineangaempurna atau
pasti diantara beberapa atau semua variabel yanglaskan (independen) dari
model regresi (Damodar Gujarati. 1997:157). Modepresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabhdependen. Jika variabel
independen saling berkorelasi. maka variabel-vatiatb tidak ortogonal (Imam
Ghozali.2005 : 91).

Variabel ortogonal adalah variabel independen yaifeg korelasi antar
sesama variabel independen sama dengan nol. Murigkoitas dalam penelitian
ini diuji dengan menggunakan auxiliary regressiansuk mendeteksi adanya
multikolinearitas. Kriterianya adalah jike? Regresi persamaan utama lebih besar
dari R auxiliary regressions maka di dalam model tidakdapat
multikolinearitas.

3.4.3 Uji Statistik

Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis kitatif yaitu dengan model
regresi dengan metode kuadarat terkecil biasa (QltiSuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terie&iandilakukan pengujian terhadap

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.
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1. Uiji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktilkecara statistik
bahwa seluruh variabel independen berpengaruh séessama-sama terhadap
variabel dependen, dengan hipotesis untuk menuajuklpakah semua variabel
bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pgmgaecara bersama-
sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yaggndkan adalah sebagai
berikut

HO : B1 = B2 = B3 = 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi vaglab
jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

H1 :pB1, B2, B3 # 0, yaitu terdapat pengaruh signifikansi varigheilah
penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antdlei B hitung

dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipedemgan formula sebagai

berikut :
2 —
F hitung = RT(k-1)
1-R*)/(n-k)
dimana :

R?: koefisien determinasi
k :jumlah variabel independen termasuk konstanta

n :jumlah sampel
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Apabila nilai F hitung > F tabel makagHlitolak dan menerima H
Artinya ada pengaruh variabel independen secarsab®r-sama terhadap
variabel dependen. Sebaliknya apabila, F hitungabdt maka ki diterima dan
H, ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel indegen secara bersama-sama
terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2005).

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan HRilditung
dengan F tabel dengan menggunakan kriteria sebaghut:

Gambar 3.1

Uji F
Hipotesis Secara Simultaru = 0,05

DaerahDiterima

\

A 4

F Tabe F Hitung

Sumber : J, Supranto, 2001

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan sebergguh pengaruh satu

variabel penjelas atau independen secara individalaim menerangkan variasi
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variabel dependen (Imam Ghozali, 2005). Untuk mgngangaruh variabel
independen terhadap dependen secara individu dbipaat hipotesis sebagai
berikut.
(1) Ho:p1<0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi varigbetlah penduduk
secara individu terhadap variabel pajak reklame.
Hy : B1 > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikamariabel jumlah
penduduk secara individu terhadap variabel pajklange.
(2) Hy:P2<0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi varigjehlah industri
secara individu terhadap variabel pajak reklame.
Hy, : B2 > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikamariabel jumlah
industri secara individu terhadap variabel pajdkamae.
(3) Hy: Pz <0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variaBEIRB secara
individu terhadap variabel pajak reklame.
Hi : B3 > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikamariabel PDRB
secara individu terhadap variabel pajak reklame.
Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan st&tistidimana nilai t

hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berik

t hitung = ——

Se(b;)
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dimana :
bj = koefisien regresi
se(bj) = standar error koefisien regresi
Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitungndan t tabel.

Apabila t hitung > t tabel, maka hipotesis alteifnditerima yang menyatakan
bahwa variabel independen secara individual mengrehgvariabel dependen.
Sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka variabéépenden secara individual
tidak mempengaruhi variabel dependen.

Gambar 3.2

Pengujian Hipotesis secara Searah (One Tail Test)= 0,05

Daerah penerimaangH

Daerah penolakanH

t tabe t hitung

Sumber: Gujarati, 2003
Uji Koefisien Determinan (R)

R2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh vargaiibel independen
dapat menerangkan dengan baik variasi variabelndigme Untuk mengukur
kebaikan suatu modegidodness of fit) dengan digunakan koefisien determinasi
(R%). Koefisien determinasi @R merupakan angka yang memberikan proporsi

atau persentase variasi total dalam variabel thla®€Y) yang di jelaskan oleh
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variabel bebas (X) (Gujarati. 2003). Koefisien deti@asi dirumuskan sebagai

berikut:

(Y, -Y)?
3 (Y, - Y)?

2

Nilai R2 yang sempurna adalah satu, yaitu apatesekiruhan variasi
dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh varia#penden yang
dimasukkan dalam model.

Dimana 0 < R< 1 sehingga ksimpulan yang dapat diambil adalah:

« Nilai R? yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuaniabel-variabel
bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidakddaa sangat terbatas.

+ Nilai R? mendekati satu, berarti kemampuan variabel-varibbas dalam
menjelaskan hampir semua informasi yang digunakatkumemprediksi

variasi variabel tidak bebas.
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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Kota Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengpainya pada garis 6°
50’-7° 10’ lintang selatan dan garis 109°35’-110%@ur timur. Dengan batas-batas
wilayah, sebelah barat wilayah Kabupaten Kenddlelsé timur wilayah Kabupaten
Demak, sebelah selatan wilayah Kabupaten Semadangsebelah utara merupakan
laut jawa dengan panjang garis pantai meliputi K86 serta memiliki ketinggian
antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas gariaipant

Dengan luas wilayah mencapai 37.838 Ha atau 3787 lias yang ada
terdiri dari 38,98 Krf (10,43 persen) tanah sawah dan 334,77 k88,57 persen)
bukan lahan sawah menurut penggunaanya, luas sawa@h terbesar merupakan
tanah sawah tadah hujan (52,81 persen) dan hakiarskEl,71 persennya saja yang
dapat ditanami dua kali dalam setahun. Lahan kex@bggian besar digunakan untuk
tanah pekarangan atau tanah untuk bangunan dandralaitu sekitar 42,21 persen
dari total lahan bukan sawah. Dengan letak geagyaing merupakan simpul empat
pintu gerbang, yakni koridor pantai utara, koridefatan kearah kota-kota dinamis
seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang diketelgan koridor Merapi
Merbabu, Koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/@gam dan barat menuju

Kabupaten Kendal.
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Wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendam diataran tinggi,
dibagian utara yang merupakan pantai dan datangiaihememiliki kemiringan 0-2 %
dengan ketinggian ruang bervariasi antar 0-3,5NMaBian selatan merupakan daerah
perbukitan dengan kemiringan 2-40% dan ketinggiatara 90-200M di atas
permukaan air laut.

Kota Semarang berkembang sebagai pusat pemerintatedm berkembang
jauh sebelum Kota Semarang menyandang status $ebagkota Propinsi Jawa
Tengah. Sejak kedaulatan mencapai kejayaannya 8egdelah diakui sebagai
Pemerintah yang berbentuk Kabupaten, dan ternyatsf ini semakin lama tampak
nyata bahkan diikuti dengan perkembangan fungsidufain, yaitu perhubungan,
perdagangan, industri, dan lain sebagainya.

Guna menunjang perkembangan kegiatan tersebut, segdatanggal 19 Juni
1976 Kota Semarang telah diperluas sampai wilaygenMGunungpati, Genuk, dan
Tugu. Sehingga jumlah Kecamatan di Kota Semarangpaadengan sekarang ada
16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Adapun &6akhatan tersebut adalah:
Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengamr&eg Utara, Semarang
Selatan, Candisari, Gajah Mungkur, Gayamsari, Redian, Genuk, Tembalang,
Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, dan Tugu.

4.1.2. Kependudukan

Berdasarkan pada hasil registrasi penduduk tah@®,2@mlah penduduk

Kota Semarang tercatat sebesar 1.481.640 jiwa depgatumbuhan penduduk

selama tahun 2008 sebesar 1,86%. Dibandingkan 200ify, jumlah penduduk Kota
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Semarang tercatat sebesar 1.454.594 jiwa maka taemgaeningkatan pada jumlah
penduduk Kota Semarang seperti terlihat pada Talel

Tabel 4.1
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 198- 2008

Tahun | Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%)
1985 1.096.271 -
1986 1.107.636 1,04
1987 1.112.175 0,41
1988 1.119.036 0,62
1989 1.126.265 0,65
1990 1.146.931 1,83
1991 1.154.536 0,66
1992 1.162.895 0,72
1993 1.171.578 0,75
1994 1.177.562 0,51
1995 1.232.931 4,70
1996 1.251.845 1,53
1997 1.261.929 0,81
1998 1.273.550 0,92
1999 1.290.159 1,30
2000 1.309.667 151
2001 1.322.320 0,97
2002 1.350.005 2,09
2003 1.378.193 2,09
2004 1.399.133 1,52
2005 1.419.478 1,45
2006 1.434.025 1,02
2007 1.454.594 1,43
2008 1.481.640 1,86

Sumber : BPS Kota Semarang

Sejalan dengan kenaikan penduduk, maka kepadatamughek juga
mengalami kenaikan. Disisi lain persebaran penduduksih belum merata.
Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara ushimtinggi dibandingkan

daerah pedesaan, kecamatan dengan kepadatan penpaliug tinggi adalah
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Kecamatan Semarang Selatan yaitu 14.438 jiwa/k@2 ydng paling rendah adalah
Kecamatan Tugu yaitu 849 jiwa/km2.

Tabel 4.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Pendudk Menurut
Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2008

Luas Jumlah Kepadatan
No Kecamatan Wilayah Penduduk Penduduk

(km?) (jiwa) (iwa / km?)
1 | Mijen 57,55 48.923 850
2 | Gunungpati 54,11 65.465 1.210
3 | Banyumanik 25,69 121.855 4.743
4 | Semarang Selatar 5,93 85.591 14.438
5 | Gajah Mungkur 9,07 61.668 6.799
6 | Candisari 6,54 77.937 11.917
7 | Tembalang 44,20 127.008 2.873
8 | Pedurungan 20,72 163.562 7.894
9 | Genuk 27,39 80.600 2.943
10 | Gayamsari 6,18 70.782 11.453
11 | Semarang Timur 7,70 81.747 10.616
12 | Semarang Utara 10,97 126.765 11.556
13 | Semarang Tengal 6,14 74.228 12.089
14 | Semarang Barat 21,74 159.425 7.333
15 | Tugu 31,78 26.976 849
16 | Ngaliyan 37,99 109.108 2.872

Jumlah 373,70 1.481.640 110.435

Sumber : BPS Kota Semarang

4.1.3 Keadaan Perekonomian

Dalam kegiatan pembangunan diberbagai bidang, ak@mgkatkan dan
disempurnakan dengan mengarahkan pada peningkedajakteraan masyarakat dan
kesempatan kerja yang mengarah pada pembagianpatadayang lebih merata.
Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus utaemgkan atau
memprioritaskan kepada bidang-bidang pembangunang yanengutamakan

pertumbuhan segi pemerataan produksi dan stabitiaasah.
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Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menurut hargastdondapat
ditunjukkan oleh adanya kenaikan Produk Domestigiéteal Bruto. Dalam Tabel
4.3 disajikan mengenai PDRB Kota Semarang tahurb-188)8 atas dasar harga
konstan 2000, pertumbuhan yang tertinggi terjadiap@hun 1988 sebesar 15,57 %
dan pertumbuhan yang terendah pada tahun 2006as€h&%%.

Tabel 4.3
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 1982008
Menurut Harga Konstan 2000
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Jumlah Pertumbuhan (%)
1985 1.105.500 -
1986 1.209.989 9,45
1987 1.308.592 8,15
1988 1.512.320 15,57
1989 1.660.606 9,81
1990 1.842.531 10,96
1991 2.034.724 10,43
1992 2.280.912 12,10
1993 2.383.444 4,50
1994 2.405.713 0,93
1995 2.500.149 3,93
1996 2.689.018 7,55
1997 2.806.488 4,37
1998 2.914.632 3,85
1999 3.019.522 3,60
2000 3.195.051 5,81
2001 3.297.098 3,19
2002 3.409.782 3,42
2003 3.571.694 4,75
2004 3.642.482 1,98
2005 3.822.671 4,95
2006 3.845.561 0,60
2007 4.049.322 5,30
2008 4.197.585 3,66

Sumber : BPS Kota Semarang
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Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dalam tabel PDR&tumbuhan yang
tertinggi terjadi pada tahun 1988 sebesar 15,57a%0 pkertumbuhan yang terendah
pada tahun 2006 sebesar 0,6 %, jadi dapat disimpullbenerimaan PDRB tiap
tahunnya mengalami peningkatan. Dari jumlah penkludapat dilihat jenis
pekerjaan yang dikerjakan oleh penduduk Kota Semgar®lata pencaharian yang

dipunyai oleh penduduk Kota Semarang dapat diphdt Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk di Kota Semarang
( dalam jiwa)
. Tahun

Mata Pencaharian 5554 2005 2006 2007 | 2008
Petani Sendiri 24.315 30.440 28.185 26.494 26.203
Buruh Tani 21.699 17.271 22.409 18.99p 18.783
Nelayan 2.301 2.468 2.256 2.506 2.478
Pengusaha 18.819 15.771 24.580 51.304 52.514
Buruh Industri 191.818| 185.604  192.473 152.567 A@2.
Buruh Bangunan 139.157  131.453 106.21.7 71.3P28 12.77
Pedagang 77.603 76.6772 75.9501 73.431 73.457
Angkutan 28.197 26.614 30.114 22.18[7 22.195
PNS & ABRI 92.059 93.707 88.486 86.918 86.949
Pensiunan 35.728 34.208 38.101 32.855 32.867
Lain-lain 236.925| 255.717] 258.815 76.65[7 76.684
Jumlah 868.621| 860.626  867.617 615.2P9  617.507

Sumber : BPS Kota Semarang

Dari Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa buruhugtid menempati urutan
pertama yaitu sebesar 152.557 jiwa pada tahun 2047 ,ini terus meningkat tiap
tahunnya hingga mencapai 152.606 jiwa pada tah@®.2B8al ini dimungkinkan
akibat dari pendidikan yang dimiliki oleh pendudtéta Semarang yang didominasi

oleh penduduk yang hanya memiliki pendidikan tingkaSD atau penduduk yang
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tidak tamat SD. Yang mana sebagian besar mata Ip@maa buruh industri
kebanyakan diduduki oleh penduduk yang hanya t&baatau sebagian penduduk
yang tamat SLTP, karena mata pencaharian ini figgki memiliki keahlian khusus,
sehingga banyak diminati oleh penduduk yang haayet SD atau tamat SLTP.
Meningkatnya buruh industri diikuti oleh perkembangumlah industri di
Kota Semarang sejak tahun 1985 sampai dengan t2008. Dapat dilihat pula
dalam penerimaan Pajak Reklame sektor jumlah indjigia mendukung dalam
pendapatan Pajak Reklame seperti terlihat padal Babgertumbuhan penerimaan
yang minus terjadi pada tahun 1994 sebesar -1,4tal8an 1998 sebesar -2,72 %,

tahun 2000 sebesar -0,18 %, dan tahun 2006 sefeshfo.
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Tabel 4.5
Pertumbuhan Jumlah Industri Kota Semarang Tahun 185-2008
Tahun Jumlah Pertumbuhan (%)

1985 1.214 -

1986 1.221 0,58
1987 1.226 0,41
1988 1.230 0,33
1989 1.238 0,65
1990 1.257 1,53
1991 1.264 0,56
1992 1.289 1,98
1993 1.505 16,76
1994 1.484 -1,40
1995 1.521 2,49
1996 1.645 8,15
1997 1.689 2,67
1998 1.643 2,72
1999 1.665 1,34
2000 1.662 -0,18
2001 1.672 0,60
2002 1.676 0,24
2003 1.680 0,24
2004 1.686 0,36
2005 1.698 0,71
2006 1.686 -0,71
2007 1.707 1,25
2008 1.712 0,29

Sumber : BPS Kota Semarang
Dari Tabel 4.5 diketahui pada tahun 1985 sampagaeriahun 2008 jumlah

industri di Kota Semarang mengalami peningkatamumadi tahun 1998 sampai
dengan 2000 jumlah industri sempat mengalami pe@muHal ini dampak dari
krisis moneter yang mendera Indonesia yang berirphda banyaknya industri yang

mengalami kebangkrutan.
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4.1.4. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Reme

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kotaafsmy ada 7 macam
yaitu: Pajak Restoran & Hotel, Pajak Reklame, Pajaburan, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pemanfaatan Air Bawatafalan Pajak Pengambilam

Bahan Galian Golongan C. Dari tahun anggaran 1988-Zealisasi penerimaan

Pajak Reklame terus mengalami peningkatan, dajlatipada Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tieadap Pajak Daerah

Kota Semarang Tahun 1985-2008

Tahun Pajak Daerah (ribuan) | Pajak Reklame (ribuan) | Kontribusi (persen)
1985 3.672.659 245.772 6,69
1986 3.959.169 253.572 6,40
1987 4.192.529 264.714 6,31
1988 5.252.752 271.637 517
1989 6.079.032 364.620 6,00
1990 7.502.071 432.906 577
1991 8.334.161 544.550 6,53
1992 8.990.947 562.961 6,26
1993 14.983.722 1.258.045 8,40
1994 16.389.138 1.006.037 6,14
1995 17.903.530 1.216.019 6,79
1996 20.211.050 1.507.509 7,46
1997 23.752.265 2.079.696 8,76
1998 32.041.011 1.540.376 4,81
1999 32.464.197 2.234.275 6,88
2000 30.824.894 2.253.098 7,31
2001 49.960.221 3.398.192 6,80
2002 66.500.031 3.867.654 5,82
2003 79.334.873 4.843.175 6,10
2004 91.646.274 7.226.105 7,88
2005 100.431.785 7.421.785 7,39
2006 111.873.416 7.709.389 6,89
2007 125.336.478 9.145.444 7,30
2008 135.871.035 9.233.477 6,80

Sumber : DPKD Kota Semarang
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4.2 Analisis Data dan Pembahasan

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai hasilatalisis peranan jumlah
obyek pajak reklame, jumlah penduduk, jumlah indusian PDRB terhadap
penerimaan Pajak Reklame. Untuk menganalisis varadriabel yang digunakan
dalam penelitian ini, dilakukan regresi dengan metO@rdinary Least Square (OLS).
Analisis regresi linier berganda dengan menggunakaatode OLS akan
menghasilkan koefisien regresi dari masing-masirggialbbel yang merupakan
estimasi dari masing-masing faktor yang berpengdarhsejauh mana pengaruh dari
faktor-faktor tersebut secara bersama-sama dalamperggaruhi penerimaan Pajak
Reklame.

4.2.1 Uji Asumsi Klasik
4.2.1.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan melihat nilai Jarquerddengan?2 tabel. Pada
persamaan mempunyai df = 21 (n-k) = (24-3), dan 5 % sehingga diperolel?
sebesar 32,671 dan diperoleh hasil dari J-B hitsegesar 1,772921 dengan
probabilitas 0,412112. Karena 1,77292Lyx < 32,671, berarti bahwa residual p

terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapdittdit pada gambar 4.1 berikut :
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Gambar 4.1

Uji Normalitas

8
Series: Residuals
74 Sample 1985 2008
Observations 24
6
5 Mean 7.72E-15
T Median 0.000678
4] Maximum 0.425973
Minimum -0.321171
3 Std. Dev. 0.158261
Skewness 0.474027
24 Kurtosis 3.934940
14 Jarque-Bera  1.772921
0 Probability 0.412112
-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

Sumber : Output Pengolahan Data dengan Prograew&\ (Lampiran C)

4.2.1.2 Uji Autokorelasi

Salah satu uji formal untuk mendeteksi autokoredalgsilah Breusch-Godfrey
atau dengan nama lain uji Langrange Multiplier (LMBerikut adalah hasil uiji
autokorelasinya :

Tabel 4.7
Hasil Uji Langrange-Multiplier (LM)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :

F-statistic 0.375676 Prob. F 0.692084

Obs*R-squared | 0.961662 Prob. Chi-Square | 0.618269

Sumber : Output Pengolahan Data dengan Prograewg\W (Lampiran C)
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Pada hasil uji LM ini diketahui bahwa nilai Prodabs Chi-Square sebesar
0,618269 >a. Dimana o = 5% atau 0,05. Berdasarkan pengujian Langrange
Multiplier diketahui bahwa kedua persamaan tersbkbas dari autokorelasi. Hasil

uji autokorelasi dapat dilihat pada lampiran C.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetapakah semua disturbance
term memiliki varians yang sama atau tidak (Guja28i03). Uji heteroskedastisitas
dapat dilakukan dengan menggunakan uji white yarggtlia dalam program Eviews
6. Hasil uji White pada persamaan adalah sebagube

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Probability _
Obs*R-Square Taraf Nyata ¢) Kesimpulan
0.126323 5% Bebas heterokedastisitas

Sumber : Output Pengolahan Data dengan Prograewg\ (Lampiran C)

Dari hasil uji White diperoleh hasil bahwa padaspenaan dapat disimpulkan
bebas heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan deasarnya probability Obs*R

Square > taraf nyata. Hasil uji White terdapat gad#piran C.

4.2.1.4 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah situasi dimana terdapatelasi antar variabel
independen. Dalam hal ini disebut dengan variabalytidak orthogonal. Variabel

yang orthogonal adalah variabel independen yarmg kibrelasi antar sesamanya
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sama dengan nol. Salah satu cara yang digunakamk unenguji fenomena
multikolinearitas adalah dengan membandingkan mifaregresi parsial (auxiliary
regression) dengan ’Rregresi utama, maka terjadi multikolinearitas. dla#.9

menunjukkan Rregresi parsial auxiliary regression pada masiaginy persamaan.

Tabel 4.9
Hasil Uji auxiliary regression
Persamaan R auxilliary R” Regresi
Utama
PDDK = (INDUST, PDRB) 0.889987 0.983898
INDUST = (PDDK, PDRB) 0.873692 0.983898
PDRB = (PDDK, INDUST) 0.925611 0.983898

Sumber : Output Pengolahan Data dengan ProgramnwE@d€Lampiran C)

Pada Tabel 4.9 terlihat bahwa nilai uji auxilliaggression terbesar terdapat
pada persamaan ketiga sebesar 0,925611. Karena&hitagresi utama lebih besar
dari nilai R2 hasil auxiliary regression yang b&raada persamaan tersebut tidak
ditemukan adanya multikolinearitas. Hasil uji mkdltinearitas terdapat pada

lampiran C.

4.2.2 Uiji Statistik
4.2.2.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentélji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabelapdnden (secara bersama-
sama) terhadap variabel dependen, secara stafslm persamaan pertama dan
kedua digunakan taraf keyakinan 95 persen $%), dengan df =21 (n-k =24 -3 =
21), maka diperoleh F tabel sebesar 3,07 dari hagilesi persamaan, diketahui

bahwa nilai F-statistic pada persamaan sebesaB@@7 (lihat lampiran B) dan nilai
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probabilitas F-statistic untuk persamaan terseloaiah 0,000000. Maka dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa F hitung > F taieka dapat disimpulkan
dalam persamaan tersebut variabel penjelas seememtak dan bersama-sama
mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara shignif (H, ditolak dan H

diterima).

4.2.2.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Indiviédi (uji t)

Pengujian koefisien regresi secara individualtjujiilinat dari signifikasi nilai
t-hitung. Uji t bertujuan melihat signifikasi pemgha variabel independen terhadap
variabel dependen secara individual. Parameteu stizatabel dikatakan mempunyai
pengaruh signifikan jika nilai t-hitung suatu véxéhlebih besar dari nilai t-tabel.

Dalam persamaan digunakan taraf keyakinan 359%%), dengan df = 21 (n-
k = 24 — 3 = 21), maka diperoleh t tabel sebes@8®, Dari hasil uji-t dalam

persamaan dapat dilihat dalam tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Nilai t- Statistic
Dependen Variabel : Pajak Reklame
(o = 5%)
) Persamaan Keterangan

Variabel t-Statistic Prob.
Jumlah Penduduk (PDDK) 6.029260  0.0000| Signifikan
Jumlah Industri (INDUST) 2.134463 0.0454| Signifikan
PDRB Perkapita (PDRB) 2.655026 0.0152] Signifikan

Sumber: Output Pengolahan Data dengan Program E¥e(tampiran B)
Variabel Dependen : Penerimaan Pajak Reklame
a =5% ; t-tabel (5% ; df : 24-3 = 21) = 2,080
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Berdasarkan Tabel 4.10, dengan nilai t-tabel upisamaan di atas adalah
sebesar 2,080 dapat disimpulkan bahwa pada persaw@m@mbel, yaitu Jumlah
Penduduk (PDDK), Jumlah Industri (INDUST), dan PDRrkapita (PDRB)
berpengaruh signifikan pada= 5% terhadap variabel dependen yaitu penerimaan

Pajak Reklame.

4.2.2.3 Penguijian Koefisien Determinasi (B

Hasil koefisien determinasi R pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi var@dgeénden secara statistik.
Dari hasil regresi utama pada lampiran B, didapatiasil Koefisien determinasi {R
dari hasil estimasi persamaan adalah sebesar ®888&itu berarti perubahan pada
variabel-variabel independent secara bersama-saarapm menjelaskan variabel
dependen sebesar 98,3 persen, sedangkan 1,7 pijedaskan oleh variabel lain

yang tidak termasuk dalam model.

4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Dengan menggunakan metode Ordinary Least SquareS)(ODengan
menggunakan Penerimaan Pajak Reklame daerah selmagdel dependen yang
dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk, Jumlah Indudémy PDRB perkapita dengan
menggunakan data time series tahun 1985-2008, dipkeoleh hasil regresi utama

sebagai berikut :
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Tabel 4.11
Hasil Regresi Utama
Dependen Variabel : Penerimaan Pajak Reklame

Persamaan
Variabel Coefficient Prob.
Jumlah Penduduk (PDDK) 8.454591 0.0000
Jumlah Industri (INDUST) 1.266899 0.0454
PDRB Perkapita (PDRB) 0.660412 0.0152
Jumlah Observasi 24
R-squared 0.983898
Adjusted R-squared 0.981483
F-statistic 407.3690

Sumber : Output Pengolahan Data dengan Eviewsaénijlran B)
Persamaan yang signifikan pada taraf nyata 5%

Dan nilai koefisien regresi seperti yang dirangkpada Tabel 4.11, dengan
persamaan fungsional sebagai berikut :
LOG(PJK_REKL) = -123.491056 + 8.454591045*LOG(PDDK) +

1.266899208*LOG(INDUST) + 0.6604124452*LOG(PDRB)

Pada persamaan di atas, variabel independen yapgngaruh signifikan
secara statistik terhadap Penerimaan Pajak Rekladaah variabel Jumlah
Penduduk (PDDK), Jumlah Industri (INDUST), dan PDRRrkapita (PDRB).
Interpretasi dari hasil regresi persamaan diatalbhdsebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk

Hasil regresi pada persamaan menunjukkan slopeiskaefdari jumlah

penduduk menunjukkan angka 8.454591 yang berahwéasetiap pertambahan

penduduk sebanyak 1 persen akan meningkatkanipeaer pajak reklame sebesar
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8,45 persen. Pada persamaan tersebut luas wilayghngannya positif dan
signifikan padar = 5%.

Pada umumnya jumlah penduduk yang tinggi dialamwithyah perkotaan.
Kota besar menjadi pusat segala kegiatan pemeaimtatkonomi bahkan budaya.
Perputaran uang berjalan dengan begitu cepatnymiki2e halnya seperti yang
terjadi di Kota Semarang. Pertumbuhan jumlah penkldi Kota Semarang terus
mengalami peningkatan sepanjang tahun. Pendudwdgaekonsumen barang dan
jasa tentu saja membutuhkan informasi mengenaiugrathu komoditi barang dan
jasa, oleh karena itu produsen sebagai penyedanfpatan jasa akan memberikan
informasi sejelas mungkin mengenai barang danyjasg mereka tawarkan kepada
penduduk sebagai konsumen. Semakin banyak jumladupek di suatu daerah
semakin banyak pula promosi yang dilakukan olehdgsen. Karena salah satu
media promosi yang cukup efektif saat ini adaldklaree, maka semakin banyak
pula reklame yang digunakan sebagai informasi gglal promosi kepada
masyarakat yang akan meningkatkan penerimaan pejdame bagi Pemerintah
Daerah Kota Semarang.

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja diangdp@gaiesalah satu faktor
yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. &duid dianggap sebagai
pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akamacu kegiatan
produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akaenimbulkan permintaan
agregat. Pada giliranya, peningkatan konsumsi agmegmungkinkan usaha—usaha

produktif berkembang, begitu pula perekonomian rsedaeseluruhan (Dumairy,
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1996). Perkembangan usaha produktif akan meningkatgeriklanan kepada
masyarakat sehingga penerimaan pajak reklame a&amgkat.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yangakian oleh Sri Dewati
(1998) yang menyimpulkan bahwa jumlah pendudul);(¥flasi (X;); dan PDRB
perkapita (%) diketahui bahwa faktor-faktor tersebut mempungangaruh yang
positif terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kaigyédkarta.

Hubungan yang positf dan signifikan pagda 5% ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi jumlah penduduk di suatu daerah makan meningkatkan
penerimaan pajak reklame. Maka hipotesis yang mnekga bahwa “Jumlah
Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terpa@anerimaan Pajak Reklame”,
dapat diterima.

2. Jumlah Industri

Hasil regresi pada persamaan menunjukkan slopeiskaefdari jumlah
industri menunjukkan angka 1.266899 yang berartiwaa setiap pertambahan
industri sebanyak 1 persen akan meningkatkan peaan pajak reklame sebesar
1,26 persen. Pada persamaan tersebut jumlah indugiungannya negatif dan
signifikan padar = 5%.

Dalam ilmu marketing terdapat pemasaran yang dipaldam bauran
pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijpkaimsahaan. Salah satu bauran
pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiriraaritan iklan, reklame dan
promosi penjualan. Oleh karena itu objek pajakamid akan tumbuh seirng dengan

pertumbuhan perusahaan atau industri (SyuhadanSa887).
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Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakutdah Sutrisno (2002)
yang menyimpulkan laju inflasi, jumlah pendudukmjah industri, dan petugas pajak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kaipupamarang. Maka hipotesis
yang menyatakan bahwa “Jumlah Industri berpenggrakitif dan signifikan
terhadap Penerimaan Pajak Reklame”, dapat diterima.

3. PDRB Perkapita

Hasil regresi persamaan menunjukkan slope koefideen PDRB perkapita
menunjukkan angka 0.660412 yang berarti bahwa kandi persen terhadap PDRB
perkapita akan meningkatkan penerimaan pajak reklsebesar 0,66 persen. Pada
persamaan tersebut PDRB perkapita hubungannyaif paesit signifikan padar =
5%.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbjikaningkat kegiatan
ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari periode sefmmya. PDRB perkapita sebagai
ukuran tingkat pendapatan atau tingkat kesejalharaesyarakat.

Ketika PDRB perkapita daerah naik maka semakinrb@da potensi sumber
penerimaan daerah tersebut, sehingga pendapataahdpmya naik dan tingkat
pengeluaran perkapita juga naik.

Selain itu, tingginya pendapatan perkapita masydrakan mengakibatkan
mobilitas masyarakat tinggi, mobilitas masyarakatg/tinggi mengakibatkan potesi
masyarakat untuk melihat reklame sebagai medianrdsi dan promosi terhadap
barang yang ditawarkan oleh produsen juga tinggiesi ini dilihat produsen

sebagai suatu peluang untuk meningkatkan pemagaaiuknya salah satunya
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dengan memasang reklame. Hal ini secara otomadis adeningkatkan penerimaan
pajak reklame.

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakwteln Muhammad Masrofi
(2004) yang menyimpulkan bahwa PDRB riil, inflgsinlah penduduk berpengaruh
terhadap penerimaan pajak dan retribusi daeraloi@i 8emarang.

Maka hipotesis ini yang menyatakan bahwa “PDRB &tk berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajaidd®ee”, dapat diterima.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini menganalisis bagaimana pengaruh variaindah penduduk, jumlah

industri, dan PDRB perkapita, terhadap penerimagakpreklame di Kota Semarang

tahun 1985 sampai dengan tahun 2008. Berdasarkaanunasil analisis data dan

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dipekelmpulan penelitian

sebagai berikut :

1.

2.

Variabel Jumlah Penduduk (PDDK) berpengaruh poddii signifikan terhadap
penerimaan Pajak Reklame (PJK_REKL), hal ini dikakan nilait-statistic
sebesar 6,029260 dengan probabilita sebesar 0,0688Ra variabel ini
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajilame. Sedangkan nilai
coefficient menunjukkan angka sebesar 8,454591 sehingga satiasipgkatan
penduduk sebanyak 1 persen akan meningkatkanimpe@er pajak reklame di
Kota Semarang sebesar 8,45 persen.

Variabel Jumlah Industri (INDUST) berpengaruh pbsiain signifikan terhadap
penerimaan Pajak Reklame (PJK_REKL), hal ini dikakan nilait-statistic
sebesar 2,134463 dengan probabilita sebesar 0,0M&8Ka variabel ini
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajalame. Sedangkan nilai

coefficient menunjukkan angka sebesar 1,266899 yang berariivebadetiap
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pertambahan industri sebanyak 1 persen akan mextkagk penerimaan pajak
reklame di Kota Semarang sebesar 1,26 persen.

. Variabel Jumlah PDRB Perkapita (PDRB) berpengarasitip dan signifikan
terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK_REKL), matlikarenakan nilat-
statistic sebesar 2.655026 dengan probabilita sebesar 0/&ka variabel ini
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajilame. Sedangkan nilai
coefficient menunjukkan angka sebesar 0.660412 yang beramveb&bnaikan 1
persen terhadap PDRB perkapita akan meningkatkaeripgaan pajak reklame
di Kota Semarang sebesar 0,66 persen.

. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadaplel penerimaan Pajak
Reklame secara berturut — turut adalah variabdBjumpenduduk, variabel jumlah
industri, dan yang terakhir adalah variabel PDRE&gaita.

. Besarnya koefisien determinasf Rebesar 0,983898 yang berarti 98,3 persen
variasi variabel Penerimaan Pajak Reklame pada Indajsat dijelaskan oleh
variable jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDR8&rkapita, Sedangkan
sisanya sebesar 1,7 persen dipengaruhi oleh valabeli luar model.

. Variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan PDR&kapita berpengaruh
positif dan signifikan secara simultan terhadapepemaan pajak reklame di Kota
Semarang.

. Peranan dari penerimaan Pajak Reklame dari tabhtahkin anggaran 1985-2008

selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.



100

5.2. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkaatal$, sebagai masukan
bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam upayagk@tan penerimaan Pajak
Reklame, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jumlpénduduk mempunyai
pengaruh positif terhadap penerimaan pajak rekldraktersebut bertentangan
dengan program pemerintah yang bertujuan meng&adajumlah penduduk.
Sehingga akan lebih baik apabila digunakan digumgdendekatan lain untuk
mengukur pengaruh jumlah penduduk terhadap penanimpajak reklame, seperti
dengan melihat taraf hidup penduduk

2. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PajaklaRek hendaknya
diciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangardustri dengan
meningkatnya jumlah industri diharapkan pemasangaskiame juga akan
meningkat.

3. PDRB Perkapita menggambarkan kesejahteraan masayarakpabila
kesejahteraan masyarakat semakin baik maka akamimékan potensi pasar,
sehingga menarik minat perusahaan untuk memproam$koduk atau jasanya
di daerah tersebut.

4. Pemerintah Kota Semarang bersama-sama dengan DBKRAs(Pengelolaan
Keuangan Daerah) hendaknya dapat menyikapi dengamingkatnya jumlah

objek reklame di kota Semarang maka realiasi peraam Pajak Reklame Kota
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Semarang akan meningkat sehingga penerimaan PA® nugningkat. Maka
dengan adanya peningkatan penerimaam PAD dapatakgn untuk membiayai

pembangunan Kota Semarang.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN A :
DATA HASIL TABULASI




DATA HASIL TABULASI
PAJAK REKLAME KOTA SEMARANG
TAHUN 1985 — 2008

TAHUN | PJK REKL PDDK INDUST PDRB
1985 245.772 1.096.271 1.214| 1.105.500
1986 253.572 1.107.636 1.221| 1.209.989
1987 264.714 1.112.175 1.226| 1.308.592
1988 271.637 1.119.036 1.230| 1.512.320
1989 364.620 1.126.265 1.238| 1.660.606
1990 432.906 1.146.931 1.257| 1.842.531
1991 544.550 1.154.536 1.264| 2.034.724
1992 562.961 1.162.895 1.289| 2.280.912
1993 1.258.045 1.171.578 1.505| 2.383.444
1994 1.006.037 1.177.562 1.484| 2.405.713
1995 1.216.019 1.232.931 1.521| 2.500.149
1996 1.507.509 1.251.845 1.645| 2.689.018
1997 2.079.696 1.261.929 1.689| 2.806.488
1998 1.540.376 1.273.550 1.643| 2.914.632
1999 2.234.275 1.290.159 1.665| 3.019.522
2000 2.253.098 1.309.667, 1.662| 3.195.051
2001 3.398.192 1.322.320 1.672| 3.297.098
2002 3.867.654 1.350.005 1.676| 3.409.782
2003 4.843.175 1.378.193 1.680| 3.571.694
2004 7.226.105 1.399.133 1.686| 3.642.482
2005 7.421.785 1.419.478 1.698| 3.822.671
2006 7.709.389 1.434.025 1.686| 3.845.561
2007 9.145.444 1.454.594 1.707| 4.049.322
2008 9.233.477 1.481.640 1.712| 4.197.585

Keterangan :

PJK_REKL = Penerimaan Pajak Reklame

PDDK = Jumlah Penduduk

INDUST = Jumlah Industri

PDRB = PDRB Perkapita
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LAMPIRAN B :
HASIL REGRESI UTAMA




Hasil Regresi Utama

Dependent Variable: LOG(PJK_REKL)

Method: Least Squares
Date: 07/26/10 Time: 09:06
Sample: 1985 2008
Included observations: 24

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

C -123.4911  14.14513 -8.730286  0.0000
LOG(PDDK) 8.454591  1.402260  6.029260  0.0000
LOG(INDUST) 1.266899  0.593545  2.134463  0.0454
LOG(PDRB) 0.660412  0.248741  2.655026  0.0152
R-squared 0.983898 Mean dependent var 14.22384
Adjusted R-squared 0.981483 S.D. dependent var 1.247207
S.E. of regression 0.169716  Akaike info criterion -0.558368
Sum squared resid 0.576071  Schwarz criterion -0.362026
Log likelihood 10.70041 F-statistic 407.3690
Durbin-Watson stat 1.650290 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimasi Hasil Regresi

Estimation Command:

LS(H) LOG(PJK_REKL) C LOG(PDDK) LOG(INDUST) LOG(PDRB)

Estimation Equation:

LOG(PJK_REKL) = C(1) + C(2)*LOG(PDDK) + C(3)*LOG(INDUST) + C(4)*LOG(PDRB)

Substituted Coefficients:

109

LOG(PJK_REKL) =-123.491056 + 8.454591045*LOG(PDDK) + 1.266899208*LOG(INDUST)

+ 0.6604124452*LOG(PDRB)
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LAMPIRAN C :
UJI ASUMSI KLASIK




Uji Normalitas
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8
Series: Residuals
74 Sample 1985 2008
5 Observations 24
Mean 7.72E-15
51 Median 0.000678
4. Maximum 0.425973
Minimum -0.321171
3 Std. Dev. 0.158261
Skewness 0.474027
2 Kurtosis 3.934940
1- Jarque-Bera  1.772921
0 Probability 0.412112

0.0

0.2

0.4




II. Uji Autokorelasi

Langrange Multiplier

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.375676  Probability 0.692084
Obs*R-squared 0.961662 Probability 0.618269
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/26/10 Time: 09:15
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.638874 12.40053  0.212803 0.8339
LOG(PDDK) -0.265519 1.177011 -0.225588 0.8241
LOG(INDUST) 0.081741  0.744806  0.109748 0.9138
LOG(PDRB) 0.033319  0.343652  0.096957 0.9238
RESID(-1) 0.142697  0.241940  0.589805 0.5627
RESID(-2) 0.132798  0.243460  0.545459 0.5921
R-squared 0.040069 Mean dependent var 7.72E-15
Adjusted R-squared -0.226578 S.D. dependent var 0.158261
S.E. of regression 0.175276  Akaike info criterion -0.432595
Sum squared resid 0.552988 Schwarz criterion -0.138082
Log likelihood 11.19114  F-statistic 0.150271
Durbin-Watson stat 1.887439 Prob(F-statistic) 0.977327
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lll. Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2.010164
Obs*R-squared 9.960557

Probability
Probability

0.120420
0.126323

Test Equation:

Dependent Variable: RESID"2
Method: Least Squares

Date: 07/26/10 Time: 09:16
Sample: 1985 2008

Included observations: 24

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

C 655.2328  637.3044 1.028132 0.3183
LOG(PDDK) -99.32748  93.01833 -1.067827 0.3005
(LOG(PDDK))"2 3.482470  3.285164 1.060060 0.3039
LOG(INDUST) 21.25637  26.12632  0.813600 0.4271
(LOG(INDUST))*2  -1.429119 1.794024  -0.796600 0.4367
LOG(PDRB) -3.793317  4.321024 -0.877874 0.3923
(LOG(PDRB))"2 0.136939  0.152949  0.895329 0.3831
R-squared 0.415023 Mean dependent var 0.024003
Adjusted R-squared 0.208561 S.D. dependent var 0.042005
S.E. of regression 0.037369  Akaike info criterion -3.497442
Sum squared resid 0.023740  Schwarz criterion -3.153843
Log likelihood 48.96931 F-statistic 2.010164
Durbin-Watson stat 2.752238  Prob(F-statistic) 0.120420
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IV. Uji Multikolinearitas

Jumlah Penduduk (PDDK) Dependen Variabel

Auxilliary Regression

Dependent Variable: LOG(PDDK)

Method: Least Squares

Date: 07/26/10 Time: 09:07

Sample: 1985 2008

Included observations: 24

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

C 10.37988  0.428473  24.22527 0.0000
LOG(INDUST) 0.108526  0.138834  0.781697 0.4431
LOG(PDRB) 0.194627  0.049128  3.961605 0.0007
R-squared 0.889987 Mean dependent var 14.04189
Adjusted R-squared 0.879510 S.D. dependent var 0.097151
S.E. of regression 0.033723  Akaike info criterion -3.824808
Sum squared resid 0.023882  Schwarz criterion -3.677552
Log likelihood 48.89770  F-statistic 84.94329
Durbin-Watson stat 0.158496 Prob(F-statistic) 0.000000
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Jumlah Industri (INDUST) Dependen Variabel

Dependent Variable: LOG(INDUST)

Method: Least Squares

Auxilliary Regression

Date: 07/26/10 Time: 09:08

Sample: 1985 2008

Included observations: 24

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.326742  3.571068 -0.091497 0.9280
LOG(PDDK) 0.260536  0.333296  0.781697 0.4431
LOG(PDRB) 0.270027  0.081563  3.310652 0.0033
R-squared 0.873692 Mean dependent var 7.311492
Adjusted R-squared 0.861663 S.D. dependent var 0.140483
S.E. of regression 0.052251  Akaike info criterion -2.949054
Sum squared resid 0.057333  Schwarz criterion -2.801797
Log likelihood 38.38864 F-statistic 72.63025
Durbin-Watson stat 0.521421  Prob(F-statistic) 0.000000
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PDRB Perkapita(PDRB) Dependen Variabel

Auxilliary Regression

Dependent Variable: LOG(PDRB)

Method: Least Squares

Date: 07/26/10 Time: 09:09

Sample: 1985 2008

Included observations: 24

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

C -25.40493  5.410059 -4.695869  0.0001
LOG(PDDK) 2.197554  0.554713  3.961605  0.0007
LOG(INDUST) 1.270011  0.383614  3.310652 0.0033
R-squared 0.925611 Mean dependent var 14.73857
Adjusted R-squared 0.918527 S.D. dependent var 0.396995
S.E. of regression 0.113317 Akaike info criterion -1.400795
Sum squared resid 0.269653  Schwarz criterion -1.253538
Log likelihood 19.80954  F-statistic 130.6504
Durbin-Watson stat 0.326468 Prob(F-statistic) 0.000000
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